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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) isu hukum 1). Politik hukum 
pengaturan pemilihan kepala daerah pasca amandemen konstitusi, 
2). Implikasi Pengaturan pemilihan kepala daerah dalam UUD 1945, 
3). Konstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah untuk Indonesia 
di masa depan. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan 
pendekatan Historis (Historical approach), Konseptual (Conceptual 
Approach), Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan 
perbandingan (Comparatie Approach). Teori yang digunakan dalam 
Penelitian ini; Grand Theory, Teori Negara Hukum dan Demokrasi 
Middle Theory, Sistem Pemilihan kepala daerah dan Applied Theory, 
Politik Hukum.  Penelitian ini menghasilkan temuan 1). Politik hukum 
pengaturan pemilihan kepala daerah dalam UUD NRI 1945 dinyatakan 
sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur 
dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. 2). Pengaturan pemilihan 
kepala daerah dalam UUD NRI 1945 berimplikasi pada interpretasi 
norma pasal 18 (4) secara tidak tepat, Inkonsistensi pengaturan 
pada level undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, 
Aktor pemilihan kepala daerah , manajemen pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah, Lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah 
dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. 3) Konstruksi 
pengaturan pemilihan kepala daerah  untuk Indonesia di masa depan 
melalui pemilihan kepala daerah langsung, terbuka dan berjenjang. 
Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut direkomendasikan 1). 
Melakukan rekonstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah pada 
level undang-undang, 2). Membentuk peradilan khusus pemilihan 
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kepala daerah, 3). Pemilihan langsung, terbuka dan berjenjang dengan 
melibatkan Parpol, DPRD dan KPU.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pilkada, Orginal inten, terbuka, 
berjenjang.
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ABSTRACT

This study examines 3 (three) legal issues: 1). Legal politics of regional 
head elections after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic 
of Indonesia, 2). Implications of regional head election regulations in the 
1945 Constitution, 3). Construction of regional head election regulations 
for Indonesia in the future. This study is normative in nature using the 
Historical approach, Conceptual approach, Statute approach, comparative 
approach. Theories used in this study; Grand Theory, Theory of the Legal 
State and Democracy, Middle Theory, Election System and Applied Theory, 
Legal Politics. This study produced findings: 1). Legal politics of regional 
head elections in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are 
stated as part of the regional government regime as regulated in Article 18 
paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 2). The 
regulation of regional head elections in the 1945 Constitution of the Republic 
of Indonesia has implications for the interpretation of the norm of Article 18 
(4) incorrectly, Inconsistency of regulations at the level of laws and decisions 
of the Constitutional Court, Actors in regional head elections, management of 
the implementation of regional head elections, Election organizing institutions 
and resolution of regional head election disputes. 3) Construction of regional 
head election regulations for Indonesia in the future through direct, open and 
tiered regional head elections. Based on the findings of the research results, it 
is recommended 1). Reconstructing regional head election regulations at the 
level of laws, 2). Forming a special regional head election court, 3). Direct, 
open and tiered elections involving political parties, DPRD and KPU.

Keywords: Legal Politics, Pilkada, Original Inten, open, tiered.
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
Lengsernya rezim Orde Baru yang berkuasa lebih dari 

empat dasawarsa membuat bangsa ini menghadapi fase 
reformasi, dari rezim otoritarian menuju demokrasi. Salah satu 
agenda paling mendesak dalam proses transisi demokrasi 
tersebut adalah reformasi konstitusi. Selama gelombang tuntutan 
reformasi, setidaknya ada enam tuntutan penting yang 
disuarakan oleh anak bangsa dalam masa reformasi, yaitu:1  

1. Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI; 
3. Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM 

serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; 
4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat 

dan daerah (otonomi daerah) 
5. Mewujudkan kebebasan pers; dan  
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. 

 
Menjelang dan tak lama setelah Pemilu 1999, perbincangan 

mengenai amandemen atas UUD NRI 1945 menjadi begitu 
meluas dan menarik perhatian. Perbincangan itu tidak lagi 
menjadi sekedar wacana akademik, tetapi telah benar-benar 
menjadi wacana politik. Beberapa parpol yang berlaga di pemilu 

 
1 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI, (Jakarta: Sekjen 

MPR RI, 2017), Cetakan 16, hlm. 6.  
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1999 dengan tegas memasukkan amandemen UUD NRI 1945 
sebagai bagian platform politik dan agenda reformasinya.2  

Tuntutan amandemen Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945  yang digulirkan berbagai elemen 
masyarakat dan kekuatan sosial politik itu didasarkan 
pandangan bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  belum cukup memuat landasan bagi 
kehidupan yang demokratis, pemberdayaan masyarakat dan 
penghormatan HAM, selain juga dipandang terdapat Pasal-Pasal 
yang multitafsir sehingga ada celah dan kemungkinan terjadinya 
penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, penuh KKN 
yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai 
bidang.3    

Kegagalan Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  sebagai penjaga dan dasar pelaksana 
prinsip-prinsip demokrasi, negara berdasarkan asas hukum dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terjadi karena 
beberapa sebab yang juga melatarbelakangi perubahan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :4 Pertama, 
struktur Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang 
besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden tidak 
hanya sebagai pemegang dan menjalankan kekuasaan 
pemerintahan (chief executive), tetapi juga menjalankan kekuasaan 
membentuk UU (Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ) kecuali hak konstitusional 
khusus atau hak prerogatif seperti hak memberi grasi, amnesti 

 
2 Moh. Mahfud MD, Amandemen Konstitusi menuju Reformasi Tata Negara, (Yogyakarta: 

UII Press, 1999), hlm. V.  
3 Ibid.  
4 Bagir Manan, Teori dan Praktek Konstitusi, (Yogyakarta: FH III Press, 2003), hlm. 11-

17.  
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dan abolisi. 5  Kedua, struktur Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak cukup memuat check and 
balances antara cabang-cabang pemerintahan (lembaga-lembaga 
negara) untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan 
tindak melampaui wewenang. Ketiga, terdapat berbagai 
ketentuan yang tidak jelas (vague). Akibatnya, membuka peluang 
penafsiran yang justru bertentangan dengan prinsip negara 
berdasarkan konstitusi, seperti ketentuan mengenai pemilihan 
kembali Presiden dan pemahaman mengenai kedaulatan rakyat 
yang sepenuhnya oleh MPR. Keempat, struktur Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  banyak mengatur 
ketentuan organik, tanpa disertai arahan materi muatan yang 
dipedomani. Akibatnya, terdapat perbedaan-perbedaan antara 
UU organik yang serupa atau objek yang sama. Misalnya UU No. 
22 Th.1948 berbeda dengan UU No. 18 Th. 1965, UU No. 5 Th.1974 
berbeda dengan UU No. 22 Th.1999, meskipun semua dibuat 
berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945  (Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ). Kelima, berkaitan dengan Penjelasan. 
Selain tidak ada kelaziman Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945  memiliki penjelasan resmi, 
Penjelasan  a quo bukanlah hasil kerja badan yang menyusun dan 
menetapkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yakni BPUPKI dan PPKI. Terlebih, Penjelasan malah 
mengandung aturan-aturan yang inkonsisten dengan Batang-
Tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945  . Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945  bertujuan antara lain:6  

 
5  Kekuasaan Presiden membentuk UU diubah dalam pembahasan Amandemen 

Pertama tahun 1999. Amandemen Pertama UUD 1945 (1999) antara lain mengubah 
wewenang membentuk UU dari Presiden ke DPR, (Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1).  

6 MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UUD 1945, op.cit., hlm. 12-13.  
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1. Menyempurnakan aturan dsar mengenai tatanan 
negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang 
dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan memperkokoh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila;  

2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan 
dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas 
partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan 
faham demokrasi; 

3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan 
dan perlindungan HAM agar sesuai dengan 
perkembangan paham HAM dan peradaban umat 
manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu 
negara hukum sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 
NRI 1945;  

4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan 
negara secara demokratis dan modern, antara lain 
melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem 
saling mengawasi dan mengimbangi (check and 
balances), yang lebih ketat dan transparan, 
pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru 
untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan 
bangsa dan tantangan zaman;  

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan 
konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan 
kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas 
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam 
perjuangan mewujudkan negara sejahtera; 

6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan 
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perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti 
pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum; 

7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan 
bernegara dan berbangsa sesuai dengan 
perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan 
bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus 
mengakomodasi kecenderungan untuk waktu yang 
akan datang.  
 

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 fase ketiga menegaskan eksistensi 
Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) berbunyi “ 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Diktum konstitusi 
tersebut meniscayakan seluruh aktivitas kenegaraan harus diatur 
oleh hukum (supremasi hukum). Hukum yang dimaksud atau 
yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi, oleh karenanya hukum harus menjamin kepentingan 
akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Jimly Asshiddiqie7 
menegaskan bahwa negara hukum (rechtsstaat) yang 
dikembangkan bukanlah absolute rechtsstaat melainkan 
democratische rechtsstaat atau negara hukum yang demokratis. 
Negara hukum yang bersifat nomokratis harus menjamin adanya 
demokrasi, sebagaimana dalam setiap negara demokrasi harus 
dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. 

Dari sisi implementasi, komitmen konstitusional harus 
diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Namun, hingga saat ini kita masih melihat bahwa cita negara 
hukum yang telah menjadi komitmen bersama tersebut belum 
sepenuhnya terwujud.  Paling tidak terdapat dua persoalan besar 
yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan negara 

 
7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta : Konstitusi 

Press, 2005), hlm. 160.  
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hukum. Pertama adalah persoalan paradigmatik berupa 
ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum.Kedua adalah 
persoalan politik berupa warisan birokrasi yang korup dan 
rekruitmen politik yang keliru.8 

Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang 
sifatnya jangka panjang dan mendasar.Untuk mewujudkan 
negara hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran 
substansial, harus dilakukan pergeseran orientasi paradigma atas 
konsepsi negara hukum dari rechtsstaat menjadi the rule of law 
seperti yang banyak dikembangkan di negara-negara Anglo 
Saxon. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakkan hukum 
akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas 
prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif 
dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika 
dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus 
hukum. Sedangkan persoalan politik yang kita hadapi saat ini 
adalah masih kuatnya birokrasi yang korup sebagai warisan 
masa lalu serta masih banyaknya aktor politik dan birokrat lama 
yang kemudian menghambat upaya penegakan hukum.9 

Salah satu isu krusial yang sangat mengemuka dan 
terakomodir dalam teks normatif Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pengaturan tentang 
Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 
Ayat (4) dan  pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam 
BAB VIIB yang dirangkai dalam enam (6) Pasal. Menilik sejarah, 
masuknya ketentuan mengenai pemilu dalam Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yang diatur 
dalam bab tersendiri, memang merupakan hal baru. Pada saat 
perubahan Pertama, belum ada pembahasan khusus mengenai 

 
8 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 

(Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 153-182. 
9 Ibid. 
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pemilu dalam bab tersendiri. Pembahasan mengenai pemilu 
diawali dengan pembahasan mengenai pemilihan anggota DPR 
dan pemilihan presiden.  Dalam rapat-rapat rancangan 
perubahan pertama pada Oktober 2009, pembahasan mengenai 
pemilu masih dalam konteks pemilihan anggota DPR Pada rapat 
BP MPR ke-2, dalam agenda pembahasan materi SU MPR 1999 
muncul usulan mengenai perlunya memasukkan pemilu sebagai 
agenda perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Ada 18 ruang lingkup yang menjadi isu 
topik dalam agenda perubahan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 , salah satunya mengenai bentuk 
kedaulatan dan sistem pemilu. 10  Namun, pembahasan secara 
intensif perihal pemilu baru terjadi pada saat Perubahan Kedua 
(2000). Dalam rapat-rapat PAH BP I MPR pada juni 2000, fraksi-
fraksi sepakat ketentuan mengenai pemilu masuk dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , baik 
dalam bab tersendiri maupun tersebar di berbagai bab dan 
Pasal.11 Pada rapat paripurna ke-8 ST MPR 2000 seluruh fraksi 
menyepakati pengaturan pemilu dalam bab baru di Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , hanya 
saja materi pemilu belum disepakati hingga pada ST MPR 2000 
yang menghasilkan Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , pengaturan mengenai 
pemilu masih berupa rancangan yang dilampirkan pada TAP 
MPR NO IX/MPR/2000. 12  Rancangan tersebut kemudian 
dijadikan acuan dalam pembahasan pada Perubahan Ketiga 
(2001). Setelah melewati diskusi panjang, rumusan materi pemilu 

 
10 Refli Harun, Hukum Sengketa Pemilu Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 

di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konpress, 2019), hlm. 1-2. Lihat juga MKRI, Naskah 
Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 
1999-2002, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 508.  

11 Ibid, hlm. 8.  
12 Ibid, hlm. 12.  



8

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

disahkan secara aklamasi pada rapat paripurna ke-7 ST MPR 
pada 9 November 2001.      

Salah satu perubahan yang signifikan akibat amandemen 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 13 
adalah bahwa acara pengisian  jabatan dalam lembaga legislatif 
dan eksekutif, baik di tataran nasional maupun lokal, harus 
dilakukan dengan cara pemilihan, tidak dengan cara penunjukan, 
pengangkatan atau pewarisan, sesuai dengan prinsip kedaulatan 
rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 (2) Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu 
bahwa: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
UUD.” Selain itu, Indonesia  telah menganut bentuk 
pemerintahan republik (vide Pasal 1 ayat (1) Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ) dan pemilu 
merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip 
dalam demokrasi. 

Melalui perubahan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945  ini, dasar-dasar pemerintahan 
yang demokratis telah dikukuhkan melalui konstitusi yang 
mengamanatkan pemilihan kepala daerah berkala yang bebas, 
rahasia, jujur dan adil (Pasal 18 Ayat (4) Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ). Pentingnya pemilihan 
kepala daerah diselenggarakan secara berkala dikarenakan 
beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai 
berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 
dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kondisi 
masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi 

 
13 UUD 1945 sebelum empat kali tahap perubahan(1992 – 2002) hanya terdiri dari 16 

bab, 37 Pasal dan 47 ayat ditambah 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. 
Setelah perubahan, UUD 1945 menjadi 20 bab, 73 Pasal, 171 ayat ditambah 3 Pasal Aturan 
Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.  Jumlah ayat dan Pasal yang diubah dan ditambah 
mencapai 300 persen dari naskah UUD 1945 sebelum perubahan. Lihat Hardjono, 
Transformasi Demokrasi, Cetakan I, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan dan 
Mahkamah Konstitusi, 2009), Hlm. vii. 
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kehidupan bersama dalam maayarakat dapat pula berubah, baik 
karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor 
dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia, 
maupun faktor eksternal. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi 
dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena 
pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka 
ini, terutama para pemilih yang baru (new voters) atau pemilih 
pemula, belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orangtua. 
Keempat, pemilihan kepala daerah perlu diadakan secara teratur 
untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan 
negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.14 

Pengaturan fundamental tersebut memberikan ruang 
ekspektasi politik yang sangat tinggi, dalam rangka mendesain 
instrumen pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari penataan 
kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada sisi lain, pengaturan 
tersebut berimplikasi pada penataan sistem demokrasi politik 
baik secara kelembagaan, perundang-undangan maupun budaya 
politik rakyat. Eksistensi pengaturan pemilihan kepala daerah 
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 memiliki arti penting paling tidak dalam dua (2) perspektif. 
Pertama secara historis pengaturan ini adalah yang pertama kali 
terjadi dalam sejarah konstitusi Indonesia, artinya eksistensi 
pemilihan kepala daerah mendapat pengakuan secara 
konstitusional. Kedua, pengaturan ini mengandung makna 
sebagai grundnorm tentang pemilihan kepala daerah yang akan 
menurunkan makna dan nilai pada hierarki perundang-
undangan di bawahnya sebagai konsekuensi dari derivasi jenjang 
norma dalam sistem perundang-undangan. 

Perkembangan politik hukum pemilihan kepala daerah 
sebagaimana tercermin dalam pengaturan dan prakteknya, 

 
14  Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen 

Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 4, Desember 2000, hlm. 11.  
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mengalami dinamika yang selalu menciptakan problem 
mendasar, bukan hanya dalam konteks sistem maupun teknisnya 
tetapi juga dari konteks yuridis konstitusional atasnya. Proses 
amandemen konstitusi dengan demikian lahir by accident, bukan 
by design. Kebijakan dasar mengenai pemilihan kepala daerah 
yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945 hasil perubahan 
belum mampu meminimalisir perdebatan, pada gilirannya 
menimbulkan penafsiran yang berubah-ubah bahkan 
bertentangan. Undang-undang Pemilihan kepala daerah selalu 
berganti-ganti, putusan Mahkamah Konstitusi perihal pemilihan 
kepala daerah terkesan inkonsisten, padahal substansi dari kedua 
instrumen hukum tersebut sangat penting dan memiliki 
pengaruh secara langsung serta menentukan wajah atau format 
demokrasi dan model pemilihan kepala daerah yang hendak 
diselenggarakan. Gambaran tersebut, merupakan realitas hukum 
yang mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah sepanjang 
era reformasi setelah perubahan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, 
menjadi penting mempertanyakan, apakah hal itu terjadi karena 
problem kausalitas yang diturunkan oleh UUD NRI 1945 atau 
disebabkan oleh hasrat politik dari konfigurasi politik di 
parlemen dan di Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mereduksi 
semangat politik hukum pemilihan kepala daerah yang 
diletakkan di dalam UUD NRI 1945. 

Adanya ketentuan tentang pemilihan kepala daerah dalam 
UUD NRI 1945, dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah dari aspek model, waktu, sistem, dan 
proses/mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah 15 . Sejak pembahasan pada perubahan pertama 
UUD NRI 1945 sudah mulai dibicarakan dalam forum-forum 

 
15  Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik 

Indonesia 1945, Buku V Pemilihan Umum, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm 399. 
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Badan Pekerja MPR (BP MPR) meskipun eksekusinya 
dilaksanakan pada pembahasan perubahan ketiga. Pasal 22E 
yang terdiri dari (6) ayat, merupakan hasil kompromi yang 
disepakati oleh seluruh fraksi-fraksi di MPR. Masuknya 
ketentuan pemilihan kepala daerah menjadi BAB VIIB UUD NRI 
1945, tidak lantas mengakhiri diskursus konstitusionalisme 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hal itu dapat 
dibuktikan dengan mencermati pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019. Sepanjang 
periode pemilihan kepala daerah di bawah rezim UUD NRI 1945 
hasil perubahan senantiasa diwarnai perubahan-perubahan 
khususnya dalam aspek model pemilihan kepala daerah, hal itu 
menunjukan belum adanya kesamaan dalam memahami dan 
menafsirkan politik hukum pemilihan kepala daerah 
sebagaimana kehendak UUD NRI 1945.  

Akibatnya sampai saat ini belum terdapat desain sistem 
pemilihan kepala daerah yang ideal. Berdasarkan pengalaman 
pengaturan politik hukum pemilihan kepala daerah yang 
diterapkan dalam berbagai praktek penyelenggarannya di 
Indonesia, berikut ini dapat diuraikan secara konkrit 
permasalahan-permasalahannya, yang sekaligus menjadi bagian 
tak terpisahkan dari objek penelitian ini. 

Pertama, berkenaan dengan pemaknaan terhadap ruang 
lingkup pemilihan kepala daerah. Posisi ruang lingkup pemilihan 
menjadi penting karena selain ketentuan dalam Pasal 22E UUD 
NRI 1945, terdapat pemilihan lain yang dilakukan untuk mengisi 
jabatan – jabatan politik dalam pemerintahan yakni Pasal 18 ayat 
(4) UUD NRI 1945, yang berbunyi: 
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“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota 
dipilih secara demokratis.16  
 
Sepanjang pemahaman peneliti, secara tekstual UUD NRI 

1945 tidak mengenal istilah lain pemilihan selain istilah 
pemilihan kepala daerah. Dalam perkembangan demokrasi 
pemilihan kepala daerah Indonesia, pemilihan gubernur, bupati 
dan walikota mengalami pasang surut pemaknaan sehingga 
dalam kurun waktu tertentu dimasukan sebagai bagian dari 
pemilihan kepala daerah dan kurun waktu lainnya tidak 
dikategorikan sebagai pemilihan kepala daerah. Pasal 1 butir 21 
dan Pasal 57 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah17 
pada intinya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan kepala daerah 
Daerah (KPUD) diberikan wewenang khusus untuk 
menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dalam 
pelaksanaan wewenang itu KPUD bertanggung jawab kepada 
DPRD. Menurut Ni’matul Huda, UU No. 32/2004 tidak merujuk 
pada ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945, melainkan hanya 
merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagaimana 
konsideran mengingatnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa Pilkada secara langsung oleh rakyat tidak dikategorikan 
sebagai pemilihan kepala daerah 18 . Namun pada UU No. 22 
Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan kepala daerah 
Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa  

 
16 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

(Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2017), hlm  95. 
17  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Pasal 1 butir 21 dan Pasal 57. 

18Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef,  Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca 
Reformasi, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 236. 
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“Pemilihan kepala daerah Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk 
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  secara 
langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”19.  
 
Berubahnya nomenklatur Pilkada menjadi bagian dari 

rezim Pemilihan kepala daerah maka pilkada berubah menjadi 
Pemilihan kepala daerahkada, sebagai konsekuensinya, maka 
penyelesaian sengketa hasil pemilihannya berubah dari 
Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi 20 . Namun, pada 
tahun 2015 posisi pemilihan kepala daerah kembali berubah 
melalui UU  No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 8 Tahun 2015, pada Pasal 1 angka 1 yang pada intinya 
menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
disebut sebagai Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung 
dan demokratis. Hal ini mencerminkan bahwa pemilihan kepala 
daerah tidak lagi masuk sebagai bagian dari rezim Pemilihan 
kepala daerah. pergeseran pemaknaan Pemilihan kepala daerah 
dan bukan pemilihan kepala daerah secara horizontal 
membuktikan adanya problem interpretasi atas konstitusi dalam 
upaya mendesain pemilihan kepala daerah pada level regulasi 
perundang-undangan. 

Kedua, proses perumusan Pasal 22E dan 18 ayat (4), 
mengalami distorsi karena pengesahan Pasal 18 ayat (4) lebih 
dahulu dilakukan pada perubahan kedua, sedangkan Pasal 22E 
pada perubahan ketiga, perumusan kedua Pasal tersebut juga 
dilakukan dalam tim yang berbeda. Perumusan Pasal 18 ayat (4) 
UUD NRI 1945 menegaskan positioning pemilihan kepala daerah 

 
19 Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggara Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721. Pasal 1 ayat (4). 

20Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan..., Op.Cit, hlm 241. 
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sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah. Meskipun 
demikian perdebatan seputar Pasal 18 ayat (4) mengisyaratkan 
adanya dualism pemaknaan pemilihan kepala daerah atau 
pemilihan kepala daerah lokal. Berikut ini dua (2) kutipan 
perdebatan yang berkaitan dengan posisi pemilihan kepala 
daerah. Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, mengusulkan agar 
pemilihan kepala daerah didefinisikan. 

“Masalah pemilihan jadi ini bisa bermacam-macam 
penafsiran ini apakah pemilihan yang bersifat lokal dalam 
memilih bupati dan gubernur yang berbeda dengan 
pemilihan DPR pusat misalnya pemilihan kepala daerah 
namanya. Jadi ini diperdebatkan ini. Jadi, memang kita 
sepakat dulu masalah macam-macam pemilihan ini kan 
sepakat dulu jangan sampai kita berdebat masalah ini. Itu 
tadi yang saya tanyakan masalah pemilihan kepala daerah 
ini, apakah pemilihan kepala daerah itu untuk seluruh 
model pemilihan walaupun lokal sifatnya, model 
pemilihan Presiden juga namanya pemilihan kepala daerah 
atau bagaimana ini harus didefinisikan”21 

 
Sementara itu Taufiqurrahman Ruki dari Fraksi TNI/Polri 

berpendapat, bahwa pemilihan kepala daerah tidak harus ada 
penambahan “lokal”, sebagaimana pernyataannya; 

“Pimpinan, kemarin walaupun saya, saya kira ketika kita 
bicara tentang pemilihan kepala daerah kita tidak pernah 
memberi titel tapi dilakukan melalui pemilihan kepala 
daerah, nanti ada satu bab yang berbicara tentang 
pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan lokal pemilihan 
kepala daerah lokal, pemilihan kepala daerah yang bersifat 

 
21Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 

1945, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm 1214. 
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lokal. Jadi, yang lokal sekalipun bernama pemilihan kepala 
daerah, pemilihan kepala daerah itu kependekan dari 
pemilihan kepala daerah, jadi kalo menurut saya tidak 
perlu lagi ada tambahan”22 

 
Kedua pendapat tersebut di atas, kemudian secara lebih 

jelas diungkapkan oleh Ali Masykur Musa sebagai pimpinan 
rapat dengan menyatakan bahwa ; 

“Pemilihan lokal itu eksplisit atau nanti di undang-undang 
itu disebutkan, pemilihan kan ada undang-undang 
pemilihan kepala daerah kan nanti undang-undang itu ada 
yang bicara tentang pemilihan Presiden, pemilihan kepala 
daerah untuk Presiden, pemilihan kepala daerah untuk 
DPR dan DPD, ada pemilihan kepala daerah yang memilih 
pimpinan-pimpinan pemerintahan itu nanti di undang-
undang pemilihan kepala daerah atau bab pemilihan 
kepala daerah disini nanti ada yang usul”23 

 
Dari sekilas perdebatan akhir dalam memutuskan Pasal 18 

ayat (4), terlihat dengan jelas adanya keinginan untuk 
mengintegrasikan istilah pemilihan kepala daerah yang akan 
menjadi payung seluruh kegiatan pemilihan, sebagai rezim 
pemilihan kepala daerah. Namun kenyataannya pembahasan bab 
pemilihan kepala daerah tidak memunculkan kelanjutan posisi 
dari Pasal 18 ayat (4) itu.  

Ketiga, Pasal 22E UUD NRI 1945 memuat standarisasi 
pemilihan kepala daerah sebagaimana ayat (1) dan ayat (5). 
Kedua ketentuan ini menetapkan setiap pemilihan kepala daerah 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil setiap lima tahun sekali. Selain itu menentukan juga bahwa 

 
22Ibid, hlm  1215. 
23Ibid 
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setiap pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi 
Pemilihan kepala daerah yang bersifat nasional, tetap dan 
mandiri. 24  Melalui ketentuan ini, UUD NRI 1945 sebenarnya 
membuat terminologi mendasar tentang pemilihan kepala 
daerah dengan pendekatan asas dan struktur kepemilihan kepala 
daerahan. Realitasnya UU Pemilihan kepala daerah yang 
dibentuk, diubah bahkan diganti di sepanjang era reformasi 
belum menganut prinsip-prinsip politik hukum kepemilihan 
kepala daerahan yang berkepastian. 

Keempat, Pasal 22E ayat (2), (3), dan (4), memuat unsur 
kepesertaan dan status kepesertaan pemilihan kepala daerah. 
Pada ayat (2) memuat empat (4) unsur yang akan dipilih yakni 
DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD. Namun status 
kepesertaan hanya menegaskan pada unsur DPR, DPD dan 
DPRD yakni partai politik untuk DPR dan DPRD, serta 
perorangan untuk DPD. Sedangkan status kepesertaan untuk 
pemilihan Presiden/Wakil Presiden tidak ditegaskan apakah 
perorangan atau partai politik. Hal ini menjadi penting dan 
relevan untuk diperdebatkan apakah pencalonan 
Presiden/Wakil Presiden menjadi domain partai politik semata, 
ataukah juga perseorangan. 

Kelima, sistem pemilihan kepala daerah berkenaan dengan 
mengartikulasikan suara rakyat sebagai hasil pemilihan kepala 
daerah kedalam jabatan – jabatan yang dipilih, juga menganut 
varian-varian yang berbeda-beda baik dalam skala umum  
maupun spesifik. Praktek sistem pemilihan kepala daerah selama 
ini menganut sistem proporsional untuk DPR dan DPRD, sistem 
distrik berbasis provinsi untuk DPD dan distrik berbasis nasional 
bersyarat (50+1 suara) untuk Presiden/Wakil presiden. Sistem 
proporsional yang dianut untuk DPR dan DPRD juga mengalami 
perubahan-perubahan terapan, dan tidak terjadi penyeragaman 

 
24 Republik Indonesia, Undang-Undang  Dasar, op. cit., hlm  101. 
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sistemik antara DPR dan DPRD, khususnya soal parliamentary 
threshold. Demikian halnya DPD yang semula dapat berasal dari 
kalangan anggota partai politik maupun non parpol, 
sebagaimana rancangan maupun pembahasan/perdebatan yang 
mengemuka dalam sidang perubahan ketiga UUD NRI 1945 
ketika itu, sedangkan pada era pemilihan kepala daerah 2019 
direduksi dengan tafsir tunggal yakni DPD hanya bisa diikuti 
oleh perseorangan dari kalangan non partai politik. 

Berbagai Permasalahan yang dipaparkan di atas, dapat 
diasumsikan bahwa desain politik hukum pengaturan pemilihan 
kepala daerah dalam UUD NRI 1945, mengalami problem 
penafsiran dan penerapan hukum pemilihan kepala daerah 
dalam regulasi perundang-undangan, yang seharusnya memiliki 
satu kesatuan politik hukum baik secara filosofis, sosiologis 
maupun yuridis. Makna-makna mendasar yang ada dalam UUD 
NRI 1945 berkaitan dengan pemilihan kepala daerah harus dapat 
mewujud sebagai suatu desain politik hukum pemilihan kepala 
daerah  yang terintegrasi dengan system pemerintahan daerah, 
demokratis dan dapat mencapai tujuan negara. Konstelasi politik 
perundang-undangan dari pemilihan kepala daerah ke pemilihan 
kepala daerah khususnya pasca perubahan UUD NRI 1945 
menimbulkan problem-problem mendasar yang perlu dikaji dan 
dipecahkan secara ilmiah dan akademis. Ada banyak hal yang 
menjadi catatan penting dari fenomena tersebut, antara lain; 
pertama, lahirnya suatu produk hukum pengaturan pemilihan 
yang stabil  untuk menjamin kepastian model, asas, sistem dan 
proses pemilihan kepala daerah dalam rangka mewujudkan 
keadilan demokrasi baik dalam perspektif prosedur maupun 
substansial. Kedua, perubahan-perubahan perundang-undangan 
Pemilihan kepala daerah merupakan kelanjutan sistem nilai 
maupun norma konstitusi, oleh karena itu harus menjamin 
kesesuaiannya dengan norma-norma dasar yang dikehendaki 
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oleh konstitusi. Ketiga, dinamika perundang-undangan 
pemilihan kepala daerah harus dipastikan berbasis pada nilai 
konteks perubahan sosial, kepentingan keadilan politik dan 
berorientasi pada pemenuhan hak-hak kedaulatan serta tujuan-
tujuan fundamental dari sistem demokrasi.  

Beberapa pemikiran tersebut di atas, menjadi basis 
argumen peneliti untuk menelaah secara lebih eksploratif, 
komprehensif dan konstruktif terhadap fenomena dinamika 
hukum perundang-undangan pemilihan kepala daerah di 
Indonesia yang terjadi secara radikal. Penelitian ini mengkaji 
tentang pengaturan pemilihan kepala daerah yang diterapkan di 
Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945 dalam perspektif  
politik hukum. Tarik ulur pengaturan rezim pemilihan kepala 
daerah di Indonesia baik dalam ketentuan paket Undang-undang 
maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan 
fenomena hukum yang sangat menarik, oleh karena pengisian 
jabatan-jabatan politik publik ditempuh melalui mekanisme 
pemilihan. Penting pula untuk menelaah terjadinya perbedaan-
perbedaan mendasar bahkan inkonsisten dalam menafsirkan 
suatu norma dasar yang ada dalam UUD NRI 1945, berkaitan 
dengan pemilihan kepala daerah. Tema yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah Politik Hukum Pengaturan Pemilihan 
Kepala Daerah Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan atas kegelisahan akademik yang diuraikan 
dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian 
ini akan menjawab permasalahan, sebagai berikut : 
a. Bagaiamana politik hukum pengaturan pemilihan kepala 

daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945? 
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b. Apa implikasi pengaturan pemilihan kepala daerah dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945? 

c. Bagaimana seharusnya konstruksi pengaturan pemilihan 
kepala daerah untuk Indonesia di masa depan ? 
 

C. Tujuan Penelitian 
Kajian dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengidentifikasi pemecahan masalah beberapa hal, antara lain ; 
1. Menganalisis dan menemukan politik hukum pengaturan 

pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Menganalisis dan menemukan implikasi pengaturan 
pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Menganalisis dan memperbaharui seharusnya konstruksi 
pengaturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun di masa 
depan (ius constituendum). 
 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
Hasil kajian dalam penelitian ini, memiliki manfaat dan 

kegunaan bagi berbagai pihak yang terkait dengan problematika 
dan substansi dari penelitian ini, baik yang bergelut dalam dunia 
praktisi maupun teoritis akademik. Manfaat teoritis dan manfaat 
praktis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut; 
1. SecaraTeoretis 

a. Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai 
desain politik hukum pengaturan pemilihan kepala 
daerah dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan dengan 
khususnya pada Pasal 18 ayat (4); 
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b. Memberikan kontribusi ilmiah mengenai implikasi 
pengaturan pemilihan pemilihan kepala daerah dalam 
UUD NRI 1945 pasca perubahan terhadap pengaturan 
sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia; 

c. Memberikan sumbangsih pemikiran berkaitan dengan 
desain pengaturan Pemilu untuk Indonesia yang lebih 
demokratis dan berkepastian hukum di masa depan. 

2. Secara Praktis 
a. Penelitian dalam disertasi ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan 
dibidang legislasi untuk menata sistem perundang-
undangan tentang Pemilihan kepala daerah di 
Indonesia, agar menciptakan produk Hukum Pemilihan 
yang stabil dengan memuat sistem, mekanisme dan 
substansi yang lebih komprehensif dan berkualitas; 

b. Penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir 
paradigma berpikir yang senantiasa menghendaki terjadi 
perubahan-perubahan pengaturan Hukum Pemilihan 
kepala daerah secara radikal dan cenderung mendadak 
tanpa ada proses identifikasi sosiologis dan yuridis yang 
mendalam, tepat dan sesuai semangat konstitusi. 

c. Penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi advokasi bagi 
pembentuk Undang – undang, penyelenggara baik KPU, 
Bawaslu maupun DKPP untuk menjamin pelaksanaan 
Pemilihan kepala daerah secara lebih demokratis, 
berkeadilan dan beritegritas, bukan saja dalam aspek 
prosesnya tetapi juga integritas hasilnya dimasa depan. 
 

E. Kerangka Teori 
Kerangka teoritis merupakan suatu konsep yang 

sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau 
kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan 
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kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu 
disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini 
karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori 
dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 
konstruksi.  

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat 
proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti 
aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau 
dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan 
berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan 
fenomena yang diamati.25 

Kerangka teori hukum yang penulis gunakan dalam 
penulisan disertasi ini akan dibedakan menjadi 3 tahapan teori 
yakni: 

1. Grand Theory, yaitu menjelaskan suatu permasalahan 
atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang 
menjadi rujukan maupun penafsiran untuk Grand 
Theory penulisan disertasi ini menggunakan Teori 
Negara Hukum Dan Demokrasi 

2. Middle Theory, yaitu teori yang lebih fokus dan 
mendetail dari grand theory yang dipakai, teori tengah 
yang menjelaskan lebih nyata dari grand theory 
sekaligus untuk menghubungkan dengan applied 
theory. Middle Theory Penelitian disertasi ini akan 
merujuk pada Teori Sistem Pemilihan 

3. Applied Theory, yaitu teori yang berada di level mikro 
yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru 
atau konsep baru atau konseptualisasi. Applied Theory 
penelitian disertasi ini menggunakan, Teori Politik 
Hukum. 

 
25 L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 

34-35.  
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Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai teori-
teori diatas, berikut penjelasan penulis dari masing-masing teori 
tersebut: 
1. Teori Negara Hukum dan Demokrasi 

Prinsip dalam menggunakan teori negara hukum dan 
demokrasi dalam penelitian ini adalah guna menjawab 
rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini 
yaitu implikasi pengaturan serta konstruksi ideal dalam 
pemilihan umum serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota di Indonesia.  

Berdasarkan uraian di atas negara hukum dan 
demokrasi menjadi kunci dalam menegakkan esensi dari 
kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat hanya dapat 
dilaksanakan dengan adanya sistem demokrasi dalam suatu 
pemerintahan negara. Kekuasaan negara akan memberikan 
ruang bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat yaitu demokrasi. 
Demokrasi itu sendiri menjadi pintu untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam konteks 
tersebut, demokrasi adalah sarana yang menghubungkan 
antara kedaulatan rakyat yang merupakan hak dan 
pemilihan umum sebagai sarana penyalurkan hak 
kerakyatan. Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung 
(direct democracy) dilakukan melalui pemilihan umum untuk 
memilih wakil-wakil rakyat di lembaga-lembaga legislatif 
dan memilih presiden dan wakil presiden sebagai pemegang 
kekuasaan eksekutif.  

Pada dasarnya negara hukum dan demokrasi adalah 
dua konsep mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraaan 
pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang 
satu sama lainnya sehingga tidak dapat di pisahkan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut  maka makna negara 
hukum (rechtsaat atau rule of law) dan demokrasi dan 



23

RINGKASAN DISERTASI
AHMADI, S.H.I., M.H.

mengapa kedua konsepsi memiliki koneksitas di dalam 
perkembangannya.  

Jika diuraikan satu persatu, demokrasi sebagai sebuah 
sistem telah mengalami pertumbuhan dari zaman klasik 
yunani kuno, abad pertengahan, zaman renaisance, era 
modern hingga saat ini. Ni’matul Huda 26  menguraikan, 
demokrasi dalam bahasa Yunani demos yang berarti rakyat, 
kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Menurut asal 
katanya demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government 
or rule by th people. Saat ini telah banyak istilah demokrasi 
yang diperkenalkan sebagai bentuk perkembangannya 
mulai dari istilah demokrasi konstitusional, demokrasi 
parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, 
demokrasi soviet dan demokrasi nasional.     

Demokrasi Indonesia dapat disebut sebagai demokrasi 
konstitusional. Demokrasi konstitusional memiliki ciri khas 
yaitu gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah 
pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak 
dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga 
negaranya27. Negara modern seperti saat ini tidak mungkin 
lagi menerapkan sistem demokrasi ala klasik yang bersifat 
langsung, tetapi berbentuk demokrasi perwakilan atau 
representative democracy28.  

Sistem demokrasi seiring dengan prinsip negara 
hukum, oleh karenannya asas-asas demokratis melandasi 
negara hukum rechtstaat, menurut S.W. Couwenberg 
sebagaimana dikutip Ni’matul Huda29, meliputi lima (5) asas 
yaitu ; asas hak-hak politik, asas mayoritas, asas perwakilan, 

 
26 Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 

200. 
27 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi …, Op.Cit., hlm 7. 
28 Ibid, hlm 1. 
29 Ibid, hlm 10. 
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asas pertanggungjawaban, dan asas publik. Berkaitan 
dengan asas – asas yang dianut dalam demokrasi, Robert A. 
Dahl30 mengajukan pendapat bahwa proses demokrasi itu 
lebih unggul dalam tiga (3) hal dibandingkan cara yang lain 
dalam memerintah rakyat. Pertama, proses demokrasi 
meningkatkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri 
secara individual dan secara bersama, kedua, proses 
demokrasi itu meningkatkan pengembangan manusia dalam 
otonomi moral dan pertanggungjawaban terhadap pilihan, 
ketiga, proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti 
untuk melindungi dan memajukan kepentingan kebaikan 
bersama. Istilah demokrasi itu sendiri dalam konteks 
konstitusi Indonesia justru tidak disebutkan secara eksplisit 
(berbeda dengan kedaulatan rakyat yang disebutkan 
langsung oleh UUD NRI 1945), dalam klausul UUD NRI 1945 
hanya ada istilah ‘demokratis’ sebagaiman terdapat pada 
Pasal 18 ayat (4) yang mengatur tentang pemilihan kepala 
daerah. Kenyataan itu tidak mencerminkan bahwa negara 
Indonesia tidak menganut sistem demokrasi. Menurut 
Teguh Prasetyo31, demokrasi dipahami sebagai suatu nilai 
(etika politik), nilai itu bertransformasi menjadi sarana atau 
alat kedaulatan rakyat untuk memastikan semua orang 
memiliki kesempatan untuk menentukan hukum yang 
berlaku untuk diri mereka sendiri dalam suatu negara. 

Negara hukum dan demokrasi merupakan sebuah 
hubungan koneksitas yang terbangun manakala suatu 
negara menegakkan prinsip-prinsip demokrasi seyogyanya 
berlandaskan hukum atau sebalikknya manakala negara 
melalui penyelenggara negara atau penyelenggara 

 
30 Robrt A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, terjemahan A. Rahman Zainuddin, 

(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 167 – 168. 
31 Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat ; Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi, 

(Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 20. 
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pemerintahan ingin mengambil keputusan (membuat suatu 
kebijakan) harus mencerminkan kehendak rakyat. Dengan 
demikian, gabungan dua konsepsi tersebut adalah entitas 
pada era modern inim dengan tujuan menghidarkan 
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), tindakan 
sewenang-wenang (wilikeir) dan mengedepankan rasa 
keadilan (kesetaraan gender).  

 
2. Teori Sistem Pemilihan Umum 

Pemilihan umum merupakan suatu pencapaian 
peradaban politik umat manusia dalam mendefinisikan 
makna-makna hak, kewajiban dan kebutuhan sosial politik 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bersifat kolektif. 
Pemilihan umum sebagai proses dan juga hasil terhadap apa 
yang kita sebut demokrasi. Pemilihan umum yang baik tidak 
akan pernah ada jika demokrasi tidak berjalan. Dalam hal ini 
pemilihan umum menjadi instrumen demokrasi yang paling 
nyata dalam memberikan kebebasan kepada pemegang 
kedaulatan rakyat. Pemilihan umum dapat dirumuskan 
sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari 
rakyat kepada peserta pemilu, atau calon anggota DPR, 
DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah, untuk membuat dan 
melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak 
rakyat 32 . Pemilihan umum juga berarti mekanisme 
perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik 
dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara 
periodik dan tertib33.  

 
32 Luky Sandra, Pemilu Legislatif.., Op. Cit.,hlm 8. 
33  Ramlan Surbakti, Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi,  dalam Ramlan 

Surbakti, dkk. (ed), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, 
(Jakarta : Kemitraan, 2008), hlm 27. 



26

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemilu mengandung perhelatan besar bagi negara, 
oleh karena dengan penyelenggaraannya dapat secara 
terbuka kemungkinan terjadinya perubahan cepat dalam 
kepemimpinan politik maupun kemajuan bangsa. Setiap 
bangsa memerlukan perubahan dan pembaruan, pemilihan 
umum adalah instrumen paling utama untuk mencetak 
pemimpin baru atau politisi baru yang akan menjalankan 
mandat di dalam kekuasaan, baik kekuasaan legislatif 
maupun eksekutif. Setiap pelaksanaan pesta demokrasi, 
pasti akan memberikan dampak bagi kehidupan 
kenegaraan. Hal itu disebabkan oleh sifat pemilu itu sendiri 
yang salah satu fungsinya adalah memberikan ruang 
kebebasan kepada rakyat untuk melakukan evaluasi 
terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan. Secara 
fungsional pemilu merupakan “jalan dua arah” yang 
disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elite dan massa 
dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi dalam dua 
(2) perspektif yaitu bottom-up dan top-down34. Fungsi Pemilu 
dalam perspektif bottom-up antara lain, sebagai sarana 
rekrutmen politisi, membentuk pemerintahan, mengontrol 
perilaku dan kebijakan pemerintah. Sedangkan Top-down 
sebagai sarana elite mengontrol terhadap rakyat yang 
diperintah (governable), sebagai legitimasi kekuasaan, 
sebagai fungsi perwakilan, sebagai mekanisme sirkulasi elite 
dan sebagai pendidikan politik35. 

Demokrasi dan pemilihan umum dewasa ini semakin 
terbuka, karena secara konstitusional telah diatur 
sedemikian rupa agar proses dan output nya terwujud secara 
demokratis dan berintegritas, itulah perbedaannya dengan 

 
34 Ibid, hlm 28 
35 Luky Sandra, Pemilu Legislatif.., Op. Cit.,hlm  9. 
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zaman orde baru.  Ni’matul huda 36  mengemukakan, 
sebelum dilakukan perubahan UUD NRI 1945, ketentuan 
tentang pemilihan hanya dikembangkan dari Pasal 1 ayat (2) 
UUD NRI 1945 yang menyatakan ‘kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR’. Sedangkan syarat 
kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum. Setelah 
reformasi dan rezim orde baru jatuh, UUD NRI 1945 
mengalami perubahan sebanyak empat kali. Salah satu 
perubahan fundamental konstitusi tersebut adalah 
masuknya pengaturan tentang pemilihan umum dan 
mekanisme pengisian cabang–cabang kekuasaan negara. 
Pemilihan Umum menjadi salah satu bab tersendiri yaitu bab 
VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E terdiri dari (6) 
ayat. Selain itu terdapat pengaturan dalam pengisian 
penyelenggara negara yang mengharuskan adanya 
pemilihan umum, yakni Pasal 6A ayat (1) tentang pemilihan 
Presiden/Wakil Presiden; Pasal 18 ayat (3) tentang 
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, memilih  
DPRD melalui pemilu; Pasal 19 ayat (1) tentang pemilihan 
DPR; dan, Pasal 22C tentang pemilu DPD. 

Masifnya aturan pemilihan umum dalam UUD NRI 
1945, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum 
yang kuat bagi pemilu. Ketentuan dasar pemilu dalam 
Konstitusi akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu 
secara teratur reguler, sekaligus menjamin proses dan 
mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu 
langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan 
adil (jurdil) 37 . Penguatan landasan yuridis pemilu dalam 
konstitusi seharusnya berimplikasi pada perbaikan kualitas 
pemilihan umum, sebagai langkah awal perlu memastikan 

 
36 Ni’matul Huda, Penataan,...Op. Cit, hlm  42. 
37 Ibid, hlm 44. 
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model dan tata kelola pemilu yang dikehendaki UUD NRI 
1945 dan sesuai dengan perkembangan politik bangsa 
Indonesia melalui perundang – undangan lanjutan. 

Model pemilihan umum dalam ilmu politik 
dikemukakan oleh Afan Gaffar38 dalam dua (2) kategorisasi 
yakni electoral law atau sistem pemilihan umum dan electoral 
processes. Kedua konsep ini memiliki perbedaan baik dari 
aspek fungsinya maupun tujuannya, tetapi keduanya sangat 
penting bagi penyelenggaraan pemilu. Electoral laws atau 
sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur 
warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan 
duduk dilembaga legislatif. Sistem pemilihan ini penting 
dalam suatu model pemerintahan demokrasi perwakilan39. 
Menurut Ramlan Surbakti40, setidak–tidaknya terdapat dua 
(fungsi) utama dari sistem pemilihan umum.  

Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi 
suara pemilih (vote) menjadi kursi (seats) 
penyelenggara negara lembaga legislatif, dan/atau 
lembaga eksekutif pada tingkat nasional maupun 
lokal. Kedua, sebagai instrumen untuk membangun 
sistem politik demokrasi yaitu melalui konsekuensi 
setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap 
berbagai aspek sistem politik demokrasi.  
 
Pendapat Ramlan Surbakti di atas mengkualifikasi 

electoral processes atau proses pemilu sebagai bagian dari 
sistem pemilu (electoral laws), atau dengan kata lain proses 

 
38 Afan Gaffar, Konsekuensi Perubahan Pemilu, dalam Abd. Bari Azed (Ed.), Sistem – 

Sistem Pemilihan Umum : suatu Himpunan Pemikiran, ( Jakarta : BP FH UI, 2000), hlm  71. 
39 Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004, ( Surabaya : Pusat Studi 

Demokrasi dan HAM (PusDeHAM, 2006), hlm 4 -5. 
40 Ramlan Surbakti (pengantar) dalam, Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia ; antara 

Proporsional dan Mayoritarian, (Jakarta : P3DI Setjen DPRRI & Azza Grafika, 2015), hlm iii. 
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pemilu yang sering disebut juga sebagai tahapan pemilu ada 
subsistem dari sistem pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini 
electoral laws dan electoral processes tidak perlu didikotomikan 
apakah konsep kedua hal itu merupakan subsistem atau 
setara, sebab pada akhirnya kedua konsep itu merupakan 
satu kesatuan dari konsep pemilu.   

Secara umum pilihan terhadap sistem pemilu tidak 
ada yang ideal, karena masing-masing sistem itu memiliki 
kelemahan dan kekuatan. Disamping itu untuk menentukan 
derajat idealnya sebuah pemilu tidak hanya berkaitan 
dengan jaminan terlaksananya asasaasas dan upaya 
menghadirkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis, tetapi 
sangat tergantung kepada produk yang dihasilkannya. 
Sistem pemilihan umum dikenal dalam dua (2) kutub besar 
yakni sistem mekanis dan sistem organis. Wolhoff 
sebagaimana dikutip Ni’matul Huda41 menguraikan bahwa 
sistem mekanis yaitu sistem yang mencerminkan pandangan 
yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai individu-
individu yang sama, sistem organis yaitu sistem yang 
memandang bahwa rakyat sebagai sejumlah individu-
individu yang hidup bersama dalam berbagai persekutuan. 
Sistem mekanis merupakan sistem yang digunakan di 
Indonesia sejak pemilu 1955 – sekarang. Oleh karena itu 
sistem mekanis akan menjadi objek tunggal dalam 
membicarakan sistem pemilu.  

Selain dari kedua sistem di atas, perkembangan politik 
demokrasi dibeberapa negara berusaha melakukan mix atas 
kedua sistem itu. Secara sederhana dapat disebut sebagai 
sistem campuran. Sistem ini terdiri dari dua bentuk yakni 
mixed member proportional (MMP) system dan mixed member 
majoritarian (M3)/paralelsystem. Pada dasarnya MMP 

 
41 Ni’matul Huda, Penataan.., Op. Cit, hlm 45-46. 
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maupun M3 memiliki prinsip dan operasional yang hampir 
sama, hanya berbeda pada proses penghitungan hasil 
perolehan suara42. Dengan demikian jika mencermati uraian 
– uraian teoritik di atas, maka sesungguhnya perbedaan 
pokoknya adalah terletak pada cara penghitungan perolehan 
suara yang dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi 
perwakilan di parlemen. Pemilihan sistem pemilu 
merupakan upaya untuk menghadirkan pemilu yang 
memadai. Sudah seharusnya regulasi pemilu yang dibentuk 
mencerminkan keutuhan pertimbangan agar sistem pemilu 
secara konsepsional diterapkan lebih komprehensif. Setiap 
negara memiliki dasar-dasar orientasi dalam mengelola 
pemilu, terutama pertimbangan dalam memilih sistem yang 
akan digunakan. Secara umum pertimbangan dalam 
memilih  sistem pemilu didasarkan pada sembilan aspek 
antara lain;  

“Pertama, sistem pemilu mampu membentuk badan 
perwakilan yang representatif. Kedua,  menghasilkan 
pemerintahan yang akuntabel, stabil dan efisien. 
Ketiga, menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel. 
Keempat, pemilu yang terjangkau dan bermakna bagi 
setiap warga negara. Kelima, dapat menjadi sarana 
untuk perdamaian. Keenam, mendorong keterbukaan 
partai politik. Ketujuh, mendorong adanya oposisi 
diparlemen. Kedelapan, memastikan keberlanjutan 
proses pemilu. Kesembilan, menggunakan standar 
internasional”43 
 
Pemilihan sistem pemilu menjadi sangat krusial, 

karena sistem itu akan berpengaruh secara signifikan 

 
42 Luky Sandra Amalia, Pemilu,.. Op. Cit, hlm 15. 
43 International IDEA Handbook of Electoral System Design, (Stockholm, 2005), hlm  10-14 
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terhadap pengelolaan pemilu secara berkelanjutan dan 
tercapai atau tidaknya tujuan pemilu itu sendiri. Sistem 
pemilihan umum, selama ini selalu mengalami perubahan-
perubahan paling tidak perubahan varian-varian dari sistem 
proporsional.  

 
3. Teori Politik Hukum 

Kajian politik hukum sebagai bagian dari studi ilmu 
hukum masih sangat baru atau paling tidak dalam konteks 
Indonesia, disiplin ini baru menjadi diskursus hukum dalam 
tiga (3) dasawarsa terakhir. Mahfud MD menyatakan bahwa 
di masa lalu, paling tidak sampai dengan tahun 1994, studi 
tentang politik hukum masih agak asing di fakultas hukum, 
karena untuk aspek tertentu studi politik hukum  dianggap 
sebagai bagian dari ilmu politik.44 Dewasa ini politik hukum 
menjadi disiplin yang memberikan sumbangsih signifikan 
terhadap pembangunan hukum. Politik hukum muncul 
sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah 
kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas 
hubungan hukum dengan entitas bukan hukum.45 

Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas 
manusia yang secara khusus memonopoli penggunaan 
paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. 46  Oleh 
karena itu bagi Weber politik merupakan persaingan untuk 
membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi 
pembagian kekuasaan. Lain halnya dengan Weber, 
pandangan fungsionalisme mengangggap politik 

 
44 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 

47. 
45 Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, Politik Hukum ; Kajian Hukum Tata Negara, 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 15. 
46 Gerth dan Wright Mills, (Eds), dalam Deddy Ismatullah dan Enung Nurjananh, Ibid, 

(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2018), hlm. 51. 
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merupakan kegiatan merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan umum. Diantara ilmuwan yang memandang 
politik dari perspektif fungsional adalah David Easton dan 
Harold Lasswell. Easton merumuskan politik sebagai the 
authoritative allocation of values for society (alokasi nilai-nilai 
secara otoritatif, berdasarkan kewenangan  karena itu 
mengikat untuk suatu masyarakat47. Rumusan ini menjadi 
salah satu alasan untuk menegaskan kedekatan fungsional 
antara politik dan hukum dalam negara. Pada era 
kontemporer ini, studi tentang politik hukum menjadi salah 
satu studi dalam hukum tata negara. 

Secara etimologis politik hukum merupakan 
terjemahan dari istilah belanda rechtspolitiek 48 . Bellefroid 
sebagaimana dikutip Abdul Latif dan Hasbi Ali 49 , 
mendefinisikan politik hukum menyelidiki perubahan-
perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang 
ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru 
dari kehidupan masyarakat. Moh. Mahfud MD 50 , 
mengemukakan politik hukum adalah legal policy atau garis 
(kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan 
baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan 
pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan 
negara. Politik hukum dalam hal ini mencakup pilihan-
pilihan rasional dari negara dalam mengkonstruksi hukum 
nasional dengan berbagai pendekatan dan menjadikan 
konstitusi sebagai landasan sekaligus tujuan pengembangan 
hukum tersebut. Meskipun memiliki keterkaitan secara 

 
47David Easton, System Analysis of political life, dalam Deddy Ismatullah dan Enung 

Nurjananh, Ibid, Hlm. 55  
48Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, Politik Hukum,..Op. Cit, hlm 9. 
49Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik..,Op. Cit, hlm 6 
50Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. Ke-8, (Depok : RajaGrafindo 

Persada, 2018), hlm 1-10. 
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substansial dengan terminologi sebelumnya, tetapi Moh. 
Mahfud MD tidak menggunakan istilah rechtspolitiek. Lebih 
lanjut dijelaskan bahwa hukum dan politik hukum 
merupakan alat yang secara praktis kompatibel dengan 
tujuan negara. Dalam posisi hukum sebagai alat, maka 
Mahfud mengasumsikan bahwa hukum merupakan produk 
politik. oleh karenanya hukum merupakan faktor atau 
variabel yang dipengaruhi oleh politik (dependent variable, 
sedangkan politik sebagai faktor atau variabel yang 
mempengaruhi hukum (independent variable). 

Padmo Wahjono51, dengan menggunakan terminologi 
politik hukum sebagai rechtspolitiek mendefinisakan sebagai 
kebijakan dasar, arah hukum, bentuk hukum, isi hukum dan 
yang akan dibentuk. Berdasarkan definisi tersebut, Soetanto 
Soepiadhy 52  memberikan penjabaran bahwa sebagai 
kebijakan dasar maka politik hukum pada mulanya selain 
terdapat dalam UUD NRI 1945 juga ditemukan dalam 
ketetapan MPR khususnya tentang Garis-garis Besar Haluan 
Negara (GBHN). Perubahan UUD NRI 1945 menghilangkan 
kewenangan MPR dalam hal membuat ketetapan dan juga 
GBHN, dengan demikian maka politik hukum sebagai 
kebijakan dasar hanya terdapat dalam UUD NRI 1945. Arah 
hukum yang dimaksud dalam definisi politik hukum 
mencakup unifikasi hukum, pluralisme hukum dan 
kodifikasi hukum. Bentuk hukum sebagai objek dari politik 
hukum merujuk pada sistem tata susunan dan hierarki 
perundang-undangan, sedangkan isi hukum merupakan 
substansi atau materi muatan yang terkandung di dalamnya. 

 
51  Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 1986), hlm 60. 
52  Soetanto Soepiadhy, Diperlukan Pengaturan Ketentuan Politik Hukum dalam UUD 

1945, dalam, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Ed. Satya Arinanto dan 
Ninuk Triyanti, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 237-239. 
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Politik hukum dalam arti ‘yang akan dibentuk’ diartikan 
bahwa politik hukum hanya yang berkaitan dengan ius 
contituendum sehingga politik hukum hanya terdapat dalam 
UUD. Berkaitan dengan hal itu, UUD NRI 1945 sendiri tidak 
mengatur secara tegas mengenai politik hukum, sehingga 
dalam usulan komisi konstitusi yang dipimpin oleh Sri 
Soemantri mencantumkan Pasal 24F yang mengatur tentang 
politik hukum.  

Politik hukum menurut ultrecht, merupakan usaha 
menentukan atau memastikan kaidah – kaidah pedoman 
sosial. Politik hukum dilihat sebagai suatu upaya 
menyelidiki kebutuhan akan perubahan yang ada dalam 
hukum perundang – undangan agar memiliki keterikatan 
kuat dengan kenyataan sosial (social werkelijkheid). Politik 
hukum dapat disalah gunakan dengan cara menjadikannya 
sebagai alat untuk menjauhkan  kenyataan sosial dari  tata 
hukum53. Konteks tersebut oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali 
dalam buku berjudul “Politik Hukum” menggambarkan 
sesungguhnya politik hukum meneruskan perkembangan 
hukum dengan berusaha menghilangkan kesenjangan 
antara positivitas dan realitas sosial. Politik hukum membuat 
suatu ius contituendum dan memperjuangkannya agar dapat 
berlaku sebagai ius constitutum.54 

Pemikiran mengenai politik hukum terus mengalami 
perkembangan dalam berbagai sudut pandang. Satjipto 
Rahardjo 55  dalam buku Ilmu Hukum, memaparkan politik 
hukum dalam kerangka substansial dengan mengajukan 

 
53  E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, cetakan kesembilan (Jakarta : 

Penerbitan Universitas, 1966), hlm. 74-75. 
54 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, cetakan keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), hlm. 22. 
55 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), 

hlm. 352. 
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pertanyaan-pertanyaan penting yaitu tujuan apa yang 
hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada ? Cara-cara 
apakah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut ?, 
Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui 
cara bagaimana perubahan itu dilakukan ?, Dapatkah 
dirumuskan suatu pola yang mapan untuk bisa memutuskan 
pemilihan tujuan serta cara untuk mencapai tujuan ?, 
Apakah perubahan bagian demi bagian atau total ? Politik 
hukum disebutnya sebagai aktivitas memilih dan cara yang 
hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan 
hukum tertentu dalam masyarakat. Pandangan ini secara 
spesifik melihat hukum dengan menggunakan paradigma 
konstruktivis serta pendekatan sosio-legal. 

Dinamika pemikiran maupun teoretik tentang politik 
hukum dengan beragam pendekatan yang diuraikan di atas, 
meletakkan poin-point terminologis maupun mekanisme 
dalam mewujudkan politik hukum serta tipologi yang dapat 
timbul dalam siklus kebijakan negara dibidang hukum. 
Substansi yang sangat penting dari  pemaknaan terhadap 
politik hukum meskipun cenderung beragam antara satu 
karya dengan karya lainnya adalah bahwa politik hukum 
merupakan garis penghubung yang sangat efektif untuk 
membangun keselarasan antara ius contituendum dan ius 
contitutum. Politik hukum menjadi titik penting dalam 
mengembalikan kemurnian ide, gagasan, kenyataan dan 
kehendak sosial menjadi senyatanya hukum. 

Politik hukum sebagai suatu disiplin hukum 
ketatanegaraan merupakan objek penting oleh karena aspek 
politik dan hukum sangat menentukan masa depan bangsa 
dan negara. Melalui politik hukumlah pembangunan 
nasional diletakkan. Jika politik hukum tidak mendapat 
perhatian serius, maka  dapat berdampak pada disorientasi 
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pambangunan. Politik harus menjadi metode yang 
mumpuni dalam meletakkan pondasi kepentingan nasional, 
sedangkan hukum secara substansial harus memastikan 
mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian. Hal tersebut penting ditegaskan mengingat 
politik hukum merupakan aktivitas lembaga-lembaga 
negara yang di isi melalui kentestasi politik. 

Teori politik hukum ini akan digunakan untuk 
menganalisis secara sistematik terhadap variabel formal 
maupun materil berkaitan dengan pembentukan hukum 
pemilihan umum yang selalu mengalami pergeseran, sejak 
perubahan UUD NRI 1945. Selain pergeseran hukum, sangat 
penting untuk melakukan kategorisasi dari setiap produk 
hukum pemilihan umum yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian, diharapkan dapat memetakkan agregasi politik 
hukum pemilihan umum melalui Undang-undang yang ada.  

 
F. Kerangka Pemikiran 

Konstitusi, politik hukum, demokrasi dan kedaulatan serta 
pemilihan umum memiliki keterkaitan sistemik yang saling 
mempengaruhi satu sama lain. Sebagai negara hukum yang 
menjunjung tinggi supremasi konstitusi menganut prinsip atau 
doktrin normatif bahwa seluruh sistem ketatanegaraan yang 
berlangsung harus sejalan dengan nafas dan kehendak konstitusi. 
Sebagai kitab hukum dasar, konstitusi memiliki spirit maupun 
cita hukum yang mengabstraksikan tujuan negara. Konstitusi 
mengandung politik hukum yang integral dan mewadahi 
semangat dan cita-cita nasional. Konstitusi sebagai abstraksi dari 
kedaulatan rakyat harus mendapat bentuk konkrit dalam 
pencapaian politik hukumnya. Konteks tersebut memerlukan 
keterlibatan publik dalam membangun  tata kelola kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan.  
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Demokrasi menjadi pilihan mutlak dalam mengorganisasi 
kedaulatan rakyat. Keberadaan demokrasi dalam sistem negara 
konstitusional sangat penting dalam kerangka menghubungkan 
antara kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan 
kekuasaan politik sebagai penyelenggara negara. Demokrasi 
membutuhkan kristalisasi konkrit untuk menjamin kehendak 
rakyat. Dalam konteks tersebut pemilihan umum (pemilu) 
menjadi instrumen utama dalam mewujudkan demokratisasi. 
Keempat komponen institusional hukum tersebut menjadi sangat 
vital dalam menjamin kelangsungan hidup sebagai bangsa dan 
negara. Pengabaian atas salah satu dari prinsip bernegara 
tersebut di atas akan menimbulkan degradasi politik dan 
mendekatkan negara pada tata kelola otoritarian. 

Penelitian ini didasarkan pada beberapa pemikiran teoritis 
yang akan digunakan dalam mendeskripsikan sekaligus 
menganalisis secara komprehensif beberapa hal substansial yakni 
sebagai berikut ; 

Pertama, perubahan UUD NRI 1945 yang akhirnya 
memasukkan materi tentang pemilihan umum baik pada 
perubahan kedua maupun perubahan ketiga, merupakan 
kristalisasi dari dialektika pemikiran dan kesepakatan politik 
pembentuk UUD. Pengaturan tersebut mengandung sejumlah 
histori, argumentasi, tujuan-tujuan mendasar, kepentingan 
politik dan problematikanya, terutama di balik pengaturan 
model pemilu dalam UUD NRI 1945. Idealita pemikiran dan 
dinamika politik hukum (original inten) pengaturan model pemilu 
sebagaimana Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) akan menjadi isu 
pokok pertama yang dibedah,  hasil analisisnya akan menjadi 
basis argumen dalam mengkonstruksi model pemilihan umum 
Indonesia di masa depan. Kedua, pengaturan pemilihan umum 
dalam UUD NRI 1945, seharusnya menyudahi diskursus model 
pemilu dalam penerapannya. Kenyataan praktisnya terjadi 
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inkonsistensi model yang diatur baik di dalam undang – undang 
maupun melalui putusan mahkamah konstitusi. Sepanjang 
pembentukan hukum berkaitan dengan pengisian jabatan politik 
khususnya kepala daerah senantiasa mengalami pasang surut 
positioning. Hal tersebut merupakan dinamika politik hukum 
tersendiri pada level pembentukan undang-undang dan judicial 
review di Mahkamah Konstitusi. Fenomena pengaturan 
pemilihan kepala daerah yang berubah-ubah akan didalami 
secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga mendapatkan 
alasan-alasan komprehensif sebagai penyebab terjadinya 
dikotomi model pemilu. Selanjutnya penelaahan akan dilakukan 
untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan atas pengaturan 
model pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Ketiga, temuan-temuan dan hasil analisis dari konstelasi 
pemikiran dan gagasan politik hukum yang terkandung dalam 
UUD NRI 1945 hasil perubahan dan implikasi pengaturan model 
pemilu dalam UUD NRI 1945 terhadap pengaturan sistem 
pemilihan umum pdalam level undang-undang maupun putusan 
mahkamah konstitusi, akan menjadi narasi normatif dan 
sistematik. Berpijak pada kerangka pemikiran teoritik yang ada 
sebagai pisau analisis dalam penelitian, akan membentuk 
bangunan gagasan baru sebagai novelty yaitu desain ideal 
pengaturan politik hukum pemilihan umum Indonesia dalam 
UUD NRI 1945 di masa depan. 

Kerangka pemikiran teoritik menjadi panduan penting 
dalam menjalankan rencana penelitian ini. Oleh karenanya 
diperlukan pemetaan konseptual penelitian, agar tidak 
menimbulkan bias objek maupun metodologis. Konsistensi 
terhadap pendalaman permasalahan yang ada akan memperoleh 
jawaban melalui pembahasan yang sistematis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pemetaan 
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konseptual dari kerangka pemikiran teoritik penelitian ini dapat 
digambarkan secara ilustratif melalui diagram berikut ini : 

 
 

Gambar 1. Diagram 
Politik Hukum Pengaturan Pemilu dalam  

UUD NRI 1945 Pasca Perubahan 
(Analisis terhadap Model Pemilihan Umum melalui Pasal 18 Ayat 

(4) dan Pasal 22E UUD NRI 1945 Hasil Perubahan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITIK HUKUM

KONSTITUSI 
POLITIK HUKUM 

DEMOKRASI 
PEMILU

UU PEMILU 
PUTUSAN MK 

PERKPU

DESAIN IDEAL PENGATURAN 
POLITIK HUKUM DAN SISTEM 

PEMILU DI MASA DEPAN

TEORI
HUKUM
N

UUD 1945

MODEL 
PEMILU



40

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Konstitusi UUD NRI 1945 sebagaimana diagram di atas 
menjadi pilar utama dalam mengatur hal ihwal mengenai 
pemilihan umum. Sebagai grundnorm dan sekaligus 
staatsfundamentalnorm karena di dalam pembukaannya terdapat 
Pancasila, UUD NRI 1945 menjadi garis pembatas sekaligus 
tujuan dalam mengatur pemilihan umum termasuk di dalamnya 
model pemilu. Pengaturan pemilu dalam UUD NRI 1945 akan 
menjadi bahan analisis pertama dengan melihat aspek 
pengaturannya dalam hal ini teks tertulis dalam Pasal 18 ayat (4) 
dan Pasal 24E UUD NRI 1945. Pemaknaan terhadap teks maupun 
pembentukan teks tersebut, mengharuskan peneliti 
menggunakan  alat analisis teoritik. Berkaitan dengan titik fokus 
isi UUD NRI 1945 mengenai pasal-pasal pemilihan, maka penulis 
menggunakan teori konstitusi atau teori penafsiran konstitusi 
(Grand Theory). Kedua teori tersebut akan digunakan untuk 
melihat fungsi, klasifikasi dan tujuan pengaturan pemilu dalam 
UUD NRI 1945.  

Pendalaman terhadap bunyi Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E 
UUD NRI 1945 tidak hanya berhenti pada aspek tekstualnya saja, 
tetapi akan didalami secara epistemologis berkaitan dengan 
proses yang terjadi baik dinamika pemikiran, politik maupun 
hukum sehingga tercapai kesepakatan sebagaimana tercantum 
dalam pasal-pasal pemilu. Upaya tersebut dilakukan agar 
terbentuk pemikiran yang bersifat holistik. Berdasarkan 
kebutuhan akan hal tersebut, maka peneliti menggunakan teori 
politik hukum (sebagai middle range theory) untuk mengungkap 
kebijakan dasar yang bersifat yuridis termasuk dialektika yang 
terjadi sepanjang sidang panitia perubahan UUD NRI 1945 
khususnya berkaitan dengan pemilu. Penggunaan teori politik 
hukum diarahkan pada upaya memahami kehendak politik 
pembentuk, dibalik pengaturan pemilihan umum dalam UUD 
NRI 1945. Teori politik hukum juga digunakan dalam melihat 
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pembentukan undang-undang dan putusan mahkamah 
konstitusi yang mengatur mengenai pemilihan umum. Titik 
fokusnya adalah menelaah penyebab terjadinya perubahan-
perubahan pengaturan model pemilihan umum khususnya 
berkaitan dengan pengisian jabatan kepala daerah.  

Pengaturan pemilihan umum untuk mengisi jabatan-
jabatan politik baik di eksekutif maupun di legislatif ditingkat 
pusat maupun daerah adalah rangkaian dari pelaksanaan 
kedaulatan rakyat. Peletakkan hukum dasar pemilu dalam UUD 
NRI 1945 merupakan wujud dari penguatan jaminan hak-hak 
asasi warga negara untuk ikut terlibat dalam menentukan arah 
dan kebijakan negara melalui pemberian mandat kepada 
pemimpin-pemimpin negara maupun kepada perwakilan-
perwakilan yang akan membuat keputusan mengenai hukum.  

Parameter keterlibatan publik dalam mengatur negara 
dapat dilihat dalam perspektif sistem demokrasi yang dijalankan. 
Demokrasi di Indonesia terasa geliatnya sejak reformasi 1998, 
perubahan UUD NRI 1945 sampai dengan saat ini. Sistem 
demokrasi juga mengalami pasang surut terutama dalam 
mengatur instrumen demokrasi itu sendiri agar lebih demokratis, 
berintegritas dan bermartabat. Dalam kerangka menganalisis 
proses demokrasi yang berkaitan erat dengan pemilu yang terjadi 
di Indonesia sejak perubahan UUD NRI 1945, maka penulis 
menggunakan teori demokrasi (sebagai middle range theory).  

Secara konkrit teori demokrasi digunakan untuk melihat 
klasifikasi sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak 
perubahan UUD NRI 1945 sampai dengan saat ini. Analisis 
tersebut sangat penting untuk mengungkap kesesuaian antara 
spirit hukum yang ada dengan penerapan sistem demokrasi. 
Urgensinya adalah karena sistem demokrasi menjadi ruang 
substansial terselenggaranya pemilihan umum. Semakin 
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demokratis sistem pemerintahan suatu negara, maka akan 
semakin berkembang pula pelaksanaan pemilihan umum. 

Pemilihan umum menjadi objek utama dalam penelitian 
ini. Gagasan yang dimulai dari perspektif konstitusi, politik 
hukum maupun demokrasi orientasi utamanya adalah penataan 
pemilihan umum sebagai satu-satunya mekanisme yang sah 
dalam pemberian mandat kepada pemimpin-pemimpin 
pemerintahan baik di eksekutif maupun di legislatif. Penataan 
pemilu melalui amandemen UUD NRI 1945 maupun 
pembentukan undang-undang dan penerapannya, telah menjadi 
ruang penting dalam diskursus kepemiluan di Indonesia. Sejak 
reformasi konstitusi, telah berlangsung sebanyak empat (4) kali 
pemilu nasional dan paling tidak 3-4 kali pemilihan kepala 
daerah setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  

Dinamika pemilihan umum menjadi salah satu titik 
perhatian publik dari waktu ke waktu. Evaluasinya pun terjadi 
secara periodik pada setiap pemilihan usai yang dilaksanakan. 
Dimensi utama dari pemilihan umum yang menjadi kajian dalam 
penelitian ini adalah model pemilihan umum. Dalam kerangka 
menganalisis dimensi model pemilihan umum dikaitkan dengan 
pengaturan serta dampak penerapannya maka peneliti 
menggunakan teori pemilihan umum (sebagai applied range 
theory). Teori pemilihan umum secara detail akan digunakan 
untuk menganalisis klasifikasi model pemilihan yang diterapkan 
di bawah rezim UUD NRI 1945 hasil amandemen. Dengan 
demikian Keempat landasan teori tersebut di atas, akan saling 
melengkapi dan dikolaborasi dengan data-data penelitian 
menjadi suatu sistem analisis yang sistematis dan bersifat 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian 
hukum normatif (normative legal research) yakni penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder. 56  Penelitian hukum normatif dalam 
terminologi lain disebut sebagai penelitian hukum 
doktrinal 57  yang diterapkan khusus pada ilmu hukum. 
Maka, jenis penelitian hukum dalam disertasi ini  mengkaji 
norma hukum positif berupa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilukada. 
  

2. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan objek penelitian, pendekatan yang 

digunakan dala penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah 
atau Historical approach, pendekatan komparatif (Comparative 
Approcah) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

digunakan untuk mengkaji dan memaparkan problem 
hukum yang terdapat dalam berbagai produk 
perundang-undangan,  terutama yang terkait dengan 
pemilihan umum.  

b. Pendekatan sejarah atau Historical approach, digunakan 
untuk mengkaji latar belakang lahirnya pengaturan 
pemilihan umum dalam UUD NRI 1945 dan melihat 
dinamika pemikiran yang menyertainya. Selain itu 
pendekatan sejarah diterapkan untuk melihat 

 
56 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,  (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2010), hlm 13 – 14. 
57 Soetandyo Wingjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ( 

Jakarta : Huma, 2002), hlm 147. 
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perkembangan pengaturan maupun prannata hukum 
lainnya di bawah hirarkhis UUD NRI 1945 mengenai isu 
pemilu.  

c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approcah),  
Pendekatan komparatif merupakan studi prinsip-
prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan 
berbagai macam sistem (the study of principles of legal 
scines by the compromation of various system of law). Di sisi 
lain, pendekaan perbandigan hukum pada kahikktanya 
merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (comparative 
Law is an esentially philophical activity). Perbandingan ini 
ditujukan untuk mengetahui konsepsi intelektual 
(Intelectual conceptionsi)  yang ada ada di dalam suatu 
Insitusi/atau lembaga hukum yang pokoknya dari satu 
atu beberapa sistem.58 
Pendekatan komparatif dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) yaitu “macro-comparative law” dan “micro 
comparative”. Dalam penelitiani disertasi ini penulis 
menggunakan pendekatan mikro yakni berkaitan 
dengan aturan hukum kasus-kasus dan lembaga-
lembaga yang bersifat khusus/actual. yaitu 
perbandingan sistem pemilihan kepala daerah negara-
negara lain seperti Australia, dan Filipina.  

Alasan mengapa penulis mengambil 
perbandingan kedua negara dalam pemilihan kepala 
daerah adalah korelasi antara sistem pemilihan kepala 
daerah di Filipina, Australia, dan Indonesia 
menunjukkan bahwa masing-masing negara 
menghadapi tantangan unik dalam memastikan pemilu 
yang adil dan demokratis. Indonesia dapat belajar dari 

 
58 Barda Nawawi Arief.“Perbandingan Hukum Pidana”. Jakarta: Raja Grafindo.2014, hlm 

4 
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pendekatan Australia yang stabil dan kurang politis, 
sementara juga memperhatikan isu-isu seperti dinasti 
politik dan kekerasan yang dihadapi Filipina untuk 
memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam 
pemilihan kepala daerah. 

d. Pendekatan konsepsional (conceptual approach), 
digunakan untuk mencermati temuan-temuan dalam 
penelitian ini, lalu dikonstruksi menjadi sebuah konsep 
dalam menata politik hukum dan perundangan-
undangan terkait dengan model pemilihan umum. 
 

3. Objek Penelitian 
Objek penelitian dalam kajian ini, berkaitan dengan: 

“Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Pasca 
Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945” syaitu : Pertama, desain pemilihan 
umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diatur berbeda, Kedua, implikasi pengaturan 
pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Ketiga, konstruksi ideal pengaturan 
Pemilu pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk 
Indonesia di masa depan. 

 
4. Sumber Bahan Hukum 

Sebagai penelitian hukum yang bertipologi normatif, 
maka sumber datanya adalah sumber data sekunder. 59 

 
59Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya suatu data. Dalam penelitian 

biasanya dikenal sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 
berasal atau diperoleh dari masyarakat secara langsung yang menjadi objek penelitian. 
Sumber data primer biasa juga disebut data dasar atau data empiris. Sedangkan sumber data 
sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sumbernya ayau 
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Sumber data sekunder diperoleh dari bahan - bahan 
kepustakaan, yang dalam penelitian disebut sebagai bahan 
kepustakaan hukum.  Bahan hukum adalah segala sesuatu 
yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan 
menganalisis hukum yang berlaku yakni bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini, dapat dikategorisasi sebagai berikut : 
a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum berbentuk 

peraturan perundang-undangan yang secara hierarkhis 
mengatur  mekanisme pemiiu dan pemilukada, baik 
sebelum amandemen UUD NRI 1945 maupun 
sesudahnya.  Bahan hukum  tersebut meliputi:  
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-
anggotanya; 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang 
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan 
Permusyaaratan/Perwakilan Rakyat; 

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pemilihan Umum; 

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

 
diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data utama berasal dari data kepustakaan. 
Lihat, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan... Op. Cit, hlm 15 – 16. 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum; 

8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

10) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 

11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota Undang-Undang; 

13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-Undang; 

14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum; 

15) Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
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Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

16) Putusan MK Nomor 51-52-59/ PUU-VI/2008 
tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan 
Presiden;  

17) Putusan MK Nomor 108/PUU-XI/2013 tentang 
permohonan Uji materi Undang-Undang 
Pemilihan Presiden; 

18) Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-
II-2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

19) Putusan Mahkamah Konstitusi No.072-073/PUU-
II-2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

20) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-
VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

21) Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi 
Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2024; 
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23) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

24) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 

25) PKPU No.7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 
Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih 
DalamPenyelenggaraan Pemilihan Umum dan 
Sistem; 

26) PKKU No. 9 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas 
PKPU No. 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota 
Komisi Pemilihan Umum 

27) PKPU No. 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

28) PKPU No.11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan 
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan 
DPRl dan  

29) PKPU No.9 Tahun 2022 tentang Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
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dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota. 

b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder yaitu semua dokumen 

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer, meliputi:  
1) Risalah sidang pembahasan perubahan UUD NRI 

1945,  
2) Pendapat para ahli hukum, ahli politik dan ahli 

pemilu-pemilukada 
3) Buku-buku literatur hukum, disertasi, tesis dan 

laporan penelitian 
4) Artikel, koran dan majalah 

c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: 
1) Kamus hukum 
2) Kamus bahasa 
3) Ensiklopedi 

 
5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara yang sesuai dengan jenis data yang 
diinginkan, yakni dengan cara: 
a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan meninventarisasi dan 
penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan tersier, berupa peraturan 
perundang-undangan dan putusan-putusan 
pengadilan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan 
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pengadilan, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan 
artikel, literatur, koran, majalah, ensiklopedi, serta 
kamus bahasa, baik dari sumber literatur softfile (website, 
e-book) maupun hardfile yang berkenaan dengan 
penelitian ini, untuk kemudian dilakukan kajian secara 
komprehensif.  

b. Studi Dokumentasi  
Pengumpulan data dalam studi pustaka yang 

dilakukan dalam penelitian ini merupakan kegiatan 
menelusuri, memeriksa, mengkaji dan menalisis data 
sekunder terkait tentang proses pemilihan umum dan 
pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

 
6. Metode Analisis Data 

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian 
dikelompokkan, diuraikan, dan dihubungkan sedemikian 
rupa, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan 
yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Teori digunakan 
sebagai pisau analisis dalam mengkaji sumber data 
sekunder. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis 
yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara 
komprehensif objek yang diteliti. Data sekunder berupa 
risalah sidang amandemen UUD NRI 1945 dan Putusan – 
putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis dengan 
menggunakan paradigma orginalis. Penggunaan paradigma 
orginalis berpijak pada prinsip Lawrence Solum yaitu  
pertama, fixation principles sebagai langkah mengonfirmasi 
makna dan teks orisinal yang terkandung didalam keinginan 
perumus Ketika menetapkan konstitusi.  Kedua, constraint 
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principles yaitu upaya membatasi penafsiran untuk tidak 
bertindak diluar batas – batas yang telah ditetapkan oleh 
konstitusi60. 

Metode analisis data sekunder selanjutnya 
menggunakan pijakan teoritis dari metode Barak dengan 
teori purposif nya dan metode Bobbit dengan teori six 
modalities of constitutional argument 61 . Pemilihan teori ini 
berkaitan dengan arah penelitian ini dan karakteristik data 
yang diperoleh dimana penulis berpandangan bahwa kedua 
teori62. tersebut sangat relevan dengan tujuan penelitian ini. 

 
H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri atas lima bab, disusun secara 
sistematis, saling berhubungan satu dengan lainnya. Setiap bab 
merupakan topik pokok yang melengkapi kajian ini, selanjutnya 
bab-bab tersebut dipecah menjadi sub-subtopik.  

Dalam Bab I ini penulis sajikan ulasan mengenai 
pendahuluan serta latar belakang masalah dengan mengangkat 
beberapa alasan yang mengapa penulis tertarik untuk mengambil  
penelitian ini. Selain itu dalam Bab I ini akan dibahas pula 
mengenai tujuan penelitian, bahan-bahan hukum yang akan 
digunakan dalam penelitian ini, serta cara analisis yang 
digunakan penulis dalam meneliti permasalahan di rencana 
penelitian ini. 

Dalam Bab II ini penulis menyajikan ulasan mengenai teori-
teori yang akan digunakan dalam penulisan disertasi ini yakni 

 
60 Idul Rishan, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2024), hlm. 67 
61 Ibid, hlm. 87 – 90. 
62 Barak dengan teori purposif nya berargumen bahwa maksud dari setiap penafsiran 

seharusnya tidak hanya bisa merepresentasikan kesetiaan terhadap intensi foundationalism, 
tetapi juga tetap mampu mengaktualisasikan tujuan yang hendak dicapai oleh konstitusi. 
Bobbit dengan teori six modalities of constitutional argument nya cenderung mengintegrasikan 
pandangan orginalis dan non-orginalis. Menurut Bobbit enam metode interpretasi 
konstitusi yaitu metode tekstual, historis, struktur, prudensial, doktrin dan etik. 
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dimulai dari ulasan mengenai Konsep Negara Hukum dan 
Demokrasi, Politik Hukum Pemilu dan Pemilukada di Indonesia 
yang tergai dari beberapa sub-bab. Serta menjawab rumusan 
masalah pertama berkaitan mengapa desain pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur berbeda.  

Bab III, Penulis Menyajikan bahasan tentang politik hukum 
desain pengaturan pemilihan kepala daerah dalam UUD NRI 
1945. 

Dalam Bab IV, penulis menyajikan Implikasi pengaturan 
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dalam Bab V, penulis menyajikan model pengaturan dan 
praktek pemilihan kepala daerah dimasa depan.  

Dalam Bab VI, merupakan bab terakhir membahas 
kesimpulan dan saran.  
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BAB II 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN 
KEPALA DAERAH PASCA AMANDEMEN 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
 
 

A. Politik Hukum Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Konsep demokrasi dan kedaultan rakyat menjadi pilihan 
Negara Indonesia dalam melaksanakan sistem pemerintahan. 
Telah menjadi suatu kenyataan, ketika para elite nasional dan 
seluruh bangsa Indonesia merumuskan bentuk Negara dan 
pemerintahan pertama kali, BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 
secara formal menetapkan pilihan politik demokrasi sebagai satu-
satunya yang mendasari kehidupan politik Indonesia. 63 
Ketegasan terhadap pilihan demokrasi tersebut secara eksplisit 
terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa 
kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).64 Dari 
sisi kedaulatan rakyat Kedaulatan berada pada posisi politik dan 
hukum tertinggi sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu 
negara. Kekuasaan yang melingkupi pemerintahan dan bahkan 
negara harus tunduk pada kehendak pemegang kedaulatan. 

 
63 Maswadi Rauf, Musyawarah untuk Mufakat: Sebuah Cara Penentuan Kebijakan Politik 

dalam Pembangunan Politik Indonesia, Makalah AIPI, Bandung, 1990, hlm. 1. 
64 Ni’matul Huda, M.Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia. Pasca 

Reformasi. Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 15 
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Dahlan Thaib65, dalam disertasinya membuat kesimpulan bahwa 
pada hakikatnya kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan 
tertinggi dalam suatu negara. Perkembangan kedaulatan itu 
sendiri berubah-ubah dari zaman ke zaman. Sejarah pemikiran 
ketatanegaraan di dunia menunjukkan secara nyata adanya 
diferensiasi pemahaman tentang kedaulatan, dimulai dari 
kedaulatan tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan raja, 
kedaulatan hukum hingga kedaulatan rakyat. 

Penerapan demokrasi di Negara Indonesia dimulai sejak 
pemilu 1955. Dinamika penerapan konsep demokrasi berubah-
ubah dalam setiap periode pemerintahan kepemimpinan, baik 
secara penamaan dan secara subtansi pelaksanaan. Sedangkan 
Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut berkaitan erat dengan 
prinsip tata kelola kenegaraan. Kedaulatan rakyat merupakan 
salah satu dari sekian banyak faktor fundamental negara yang 
harus diselenggarakan secara simultan. Kedaulatan rakyat hanya 
dapat tumbuh dan berkembang pada negara yang memberi 
ruang prioritas pada rakyat untuk terlibat dalam keputusan 
politik negara. Negara kekuasaan tidak dapat secara baik 
membuka ruang terwujudnya kedaulatan rakyat atau bahkan 
dapat dikatakan negara kekuasaan adalah antitesis dari paham 
kedaulatan rakyat. Dibawah ini penulis akan memberikan uraian 
lebih lanjut. 

1. Konsepsi Demokrasi dan Kedaulatan rakyat 
Teori demokrasi dalam perspektif lain dikemukakan oleh 

Joseph A. Schumpeter dalam Capitalism, Socialism and Democracy 
sebagaimana dikutip Muslim Mufti dan Didah Durrotun 

 
65 Dahlan Thaib, Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 dan Implementasinya 

dalam Praktek Kenegaraan. (Studi Tentang MPR sebagai Pelaku Kedaulatan Rakyat 
Sepenuhnya). Disertasi, pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 
Tahun 2000, h. 49.  
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Nafisah 66 , menyatakan  bahwa metode demokrasi sebagai 
prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang 
menjadikan peran individu memperoleh kekuasaan untuk 
membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam 
rangka memperoleh suara rakyat. Secara konvensional dapat 
dikatakan bahwa suatu negara dikatakan demokrasi apabila 
pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang 
diwujudkan melalui pemilihan umum secara kompetitif dalam 
memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan publik serta 
hak-hak politik dan sipil dapat dijamin oleh hukum. Ada dua hal 
yang menjadi ukuran baru dalam pandangan Joseph tersebut 
yakni adanya media pemilihan umum yang kompetitif dan 
sarana hukum sebagai jaminan dalam demokrasi. Demokrasi 
adalah ide dasar yang membutuhkan media lanjutan sebagai 
wujud konkrit dari wajah demokrasi itu sendiri yaitu pemilihan 
umum dan hukum (konstitusi). 

Demokrasi telah melalui jalan panjang dimulai dari ide 
awal, dibahas, diperdebatkan, didukung, diserang, dilecehkan, 
ditegakkan, dipraktikkan, dihancurkan dan diperjuangkan 
penegakannya kembali. Sampai saat ini demokrasi dimaknai 
secara berbeda-beda bagi orang-orang berbeda, pada waktu dan 
tempat serta zaman yang berbeda pula 67. Dewasa ini di berbagai 
negara disamping isu lingkungan dan hak asasi manusia isu 
demokrasi menjadi isu yang paling sering diperbincangkan, 
didiskusikan dan diperdebatkan. Topo Santoso dan Ida Budiati 
mengidentifikasi beberapa istilah-istilah demokrasi dalam 
pengalaman di Indonesia, yang dipadukan dengan beberapa 
istilah lain dan bermakna tertentu yang cenderung menyesuaikan 
dengan waktu, keadaan dan ciri penerapannya, antara lain 

 
66  Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah, Teori-teori Demokrasi, Ctk. Kesatu, 

(Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 23 
67 Robert Dahl, Perihal Demokrasi-Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, 

(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 3-4 
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demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi 
liberal, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi 
rakyat, demokrasi langsung, demokrasi perwakilan dan lain 
sebagainya 68. 

Tema besar demokrasi terus mengalami perkembangan 
dan mengisi ruang-ruang kesenjangan antara negara dan rakyat. 
Perkembangan demokrasi terjadi berdasarkan keadaan, tuntutan 
zaman dan kebutuhan politik rezim.  

Ide demokrasi berkembang pesat hingga mencapai 
formulasi modern dengan berbagai pendekatan-pendekatan 
gagasan seperti sekularisme yang diprakarsai Niccolo 
Machiavelli, ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes, gagasan 
tentang konstitusi negara dan liberalisme serta pembagian 
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh Baron De 
Montesquieu, serta ide kedaulatan rakyat dan kontrak sosial oleh 
Jean Jacques Rousseau69. Modernisasi demokrasi membutuhkan 
timbulnya institusi-institusi negara dan civil society untuk 
menjamin hak-hak politik rakyat dan proses politik demokrasi 
pemilihan dapat terselenggara dengan baik. Demokrasi secara 
substansial mengembalikan hak kedaulatan kepada rakyat. 
Pencapaian demokrasi di setiap negara memiliki diferensiasi 
tersendiri sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesadaran 
seluruh komponen. Di Indonesia pelaksanaan demokrasi sebagai 
sistem, masih mengalami dinamika baik dalam aspek regulasi 
maupun dalam penyelenggaraannya. Platform demokrasi dalam 
kaitannya dengan pemilihan umum belum mencapai suatu 
konsep yang integral. 

Dari segi prinsip dan nilai demokrasi, penerapan 
demokrasi dalam suatu negara harus bertumpu pada nilai-nilai 

 
68  Topo Santoso dan Ida Budiati, Pemilu di Indonesia; Kelembagaan, Pelaksanaan dan 

Pengawasan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 4 
69  Nukthoh Arfawie Kurde,Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Cetakan Pertama,. 

(Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 61 
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dan  prinsip mendasar yang menjadi parameter utamanya. Nilai 
dan prinsip dasar tersebut menjadi penting agar tidak terjadi 
pergeseran secara negatif  dalam penerapannya. Henry B. Mayo 
70, menyebut enam (6) nilai dasar demokrasi yaitu ;  
1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 

melembaga (Institutionalized peaceful settlement of conflict). 
2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam 

suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a 
changing society). 

3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur 
(orderly succession of rulers). 

4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 
(minimum of coercion). 

5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 
(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam 
keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. 

6) Menjamin tegaknya keadilan. 
 
Nilai dasar yang menyertai penerapan demokrasi tersebut 

di atas memerlukan adanya institusi-institusi negara yang 
berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai 
demokrasi dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam sistem 
politik. Sistem politik yang dimaksud berfungsi untuk 
menjembatani kehendak rakyat dan kepentingan kekuasaan. S. P. 
Huntington menyatakan bahwa definisi suatu sistem politik 
demokrasi adalah ketika para pembuat keputusan yang secara 
kolektif mayoritas dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan 
umum yang adil, jujur, berkala dan dalam sistem yang membuat 
mereka bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua 

 
70 Ni’matul Huda, Penataan  Demokrasi …. Op.Cit., hlm. 8 
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penduduk dewasa berhak memberikan suara71. Penguasa atau 
pembuat keputusan merupakan kelanjutan dari sistem politik 
yang mendapatkan hak dari rakyat melalui pemilihan umum 
yang berintegritas. 

Pendapat Huntington tersebut mendapat respon dari Larry 
Diamond 72  yang kemudian melakukan koreksi dengan 
mengajukan kategorisasi demokrasi  yaitu demokrasi pemilihan 
(electoral democracy) dan demokrasi liberal (liberal democracy). 
Teori Huntington termasuk kategori demokrasi pemilihan. Lebih 
jauh Larry  menguraikan seiring dengan perkembangan sistem 
politik demokrasi, konsep demokrasi pemilihan telah diperluas 
dengan maksud menghilangkan unsur-unsur yang biasa 
menimbulkan kerancuan. Misalnya rezim-rezim yang masih 
berisi kekuatan militer, birokrasi dan oligarki yang tidak terdapat 
pejabat terpilih tidak lagi dapat dikategorisasi sebagai demokrasi 
pemilihan. 

Terdapat beberapa nilai demokrasi dalam teori Zamroni, 
dia menyatakan bahwa “Demokrasi akan tumbuh dan kokoh bila 
dikalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, 
yaitu:73  

a. toleransi,  
b. kebebasan mengemukakan dan menghormati 

perbedaan pendapat, 
c. memahami keanekaragaman dalam masyarakat,  
d. terbuka dalam berkomunikasi,  
e. menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, 
f. percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada 

orang lain,  

 
71 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, (Jakarta : Grafiti, 2001), hlm. 

6 
72 Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, Teori-teori...Op. Cit, hlm 26 
73  Bambang Yuniarto, Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 34 
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g. saling menghargai, mampu mengekang diri, 
h. kebersamaan dan keseimbangan”. 
 
Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa nilai demokrasi 

toleransi menjadi salah satu nilai yang perlu ditanamkan agar 
demokrasi tetap tumbuh dan tertanam dalam setiap individu, 
terutama dalam sikap menghargai dan menghormati perbedaan. 
Setelah menghormati perbedaan selanjutnya untuk 
menumbuhkan budaya demokrasi agar tetap kokoh tertanam 
dalam diri seseorang, masyarakat harus menanamkan nilai 
demokrasi kebebasan mengemukakan pendapat. Tidak saling 
menghalangi untuk menyampaikan pendapat, memberikan 
masukan, kritik dan saran dalam kaitannya pelaksanaan 
pemerintahan, sejauh hal tersebut tidak menyalahi atas norma 
sosial, norma agama dan tidak merugikan orang lain.  

Dalam istem demokrasi Kedaulatan rakyat hadir sebagai 
kehendak umum untuk menentukan keberlangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teoritik hadirnya 
kedaulatan rakyat merupakan transformasi sistem bernegara dari 
model absolut menuju demokrasi. Kedaulatan rakyat dari sudut 
pandang lain merupakan kompetitor atau antitesis dari prinsip 
kedaulatan raja yang selama berabad-abad berlaku diberbagai 
negara. Kelemahan yang terdapat pada sistem kedaulatan raja 
sangat terlihat dari cara seorang raja mengelola negara yang 
cenderung sewenang-wenang dan bertentangan dengan 
kehendak rakyat. Kenyataan tersebut menjadi pemicu utama 
suburnya perkembangan prinsip kedaulatan rakyat di berbagai 
negara – negara modern. 

Kedaulatan rakyat merupakan kehendak etis umum, 
kompas demokrasi dan asal mula hukum. Kedaulatan rakyat 
tidak dapat dipisahkan dari aspek apapun dalam konteks 
penyelenggaraan Negara, terutama aspek hukum dan kekuasaan. 
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Hukum harus mencerminkan volonte generale (dalam istilah 
Rousseau), kedaulatan rakyat menurut Rousseau mensyaratkan 
agar perlu adanya badan legislasi yang merupakan representasi 
rakyat. Badan tersebut harus mendapat control dari rakyat karena 
kepentingan-kepentingan golongan atau pribadi-pribadi tetap 
menghantui setiap kekuasaan74. Kedaulatan rakyat merupakan 
kesatuan dari dua makna yang berbeda. Kedaulatan merupakan 
suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sedangkan rakyat 
merupakan anggota dari suatu negara dan tunduk pada 
kekuasaan negara.75  

Esensi dari istilah dan terminology kedaulatan adalah 
adanya kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaran kegiatan 
bernegara. Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip Muchtar 
Hadi Saputra76 mempertanyakan persoalan mendasar yakni apa 
bentuk kekuasaan itu dan siapa yang memegang kekuasaan 
tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan 
bernegara. Jack H Nagel menguraikan bahwa konsepsi 
kedaulatan mengandung dua (2) makna77, yaitu : 

a) Lingkup kekuasaan (scope of power) yang menyangkut 
soal aktivitas dan kegiatan yang tercakup dalam fungsi 
kedaulatan. 

b) Jangkauan kekuasaan (domain power) berkaitan dengan 
siapa yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan 
(sovereign). 
 

Konsep kedaulatan dalam arti lingkup kekuasaan meliputi 
proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

 
74  Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 

Generasi. (Yogyakarta : Genta publishing, 2013), hlm. 80 
75 Putera Astomo, Hukum Tata Negara (Yogyakarta : Thafa media, 2014), h. 43 
76 Muchtar Hadi Saputra, Konstitusi Rakyat : Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan 

UUD. Ed. 1, Cet. 1, ( Depok : Rajawali Pers, 2019), hlm. 13 
77 Ibid 
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merupakan suatu mekanisme yang harus ditempuh dengan 
standarisasi tertentu dan mengikat bagi pemegang kekuasaan. 

 
2. Politik Hukum Pengaturan Desain Pemilihan Kepala Daerah 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945  

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan 
bentuk pemilu yang dilakukan dalam rangka memilih dan 
menentukan seseorang untuk menduduki jabatan sebagai 
pimpinan kepala daerah, baik daerah tingkat provinsi maupun 
daerah tingkat  kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. 
Sejak kemerdekaan hingga reformasi saat ini, mekanisme 
pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami banyak 
perubahan. Mulai dari pemilihan tidak langsung oleh DPRD 
hingga pemilihan langsung oleh rakyat.  

Bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah Konstitusi yang merupakan hasil kesepakatan 
seluruh rakyat Indonesia yang merupakan Hukum (landasan) 
tertinggi dalam bernegara. Pemberlakuannya didasarkan oleh 
legitimasi kedaulatan rakyat, sehingga UUD NRI 1945 adalah 
dasar rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sebagai wujud bahwa Indonesia adalah negara yang menganut 
prinsip negara hukum.78 Konstitusi memiliki peran yang sangat 
penting dalam negara hukum karena merupakan bentuk asli dan 
keabsahan atas hukum itu sendiri dalam ajaran negara.  

Sebagai konsekuensi dalam setiap negara hukum apapun 
tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap 
perbuatan, dengan adanya hukum sebagai prinsip, maka hukum 
memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan dalam 

 
78 Nunik Nurhayati, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu’ma, Yoga Dwi Laksana, 

“Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 
1945”, (Amnesti: Jurnal Hukum, 11 no. 1, 2022), hlm. 44-61. 
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paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat 
diatas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem 
demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang 
dicerminkan dalam aturan, sedangkan prinsip demokrasi 
mengutamakan peran serta masyarakat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. 79  Berikut penjelasan dari 
politik hukum pilkda dilihat dari konstitusi pasca amandemen, 
pengaturan pilkada menurut Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan sistem pemilihannya. 
a. Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstitusi 

Pasca Amandemen 
Politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah 

pada dasarnya telah diatur pada Bab VI Pasal 18, Pasal 18A 
dan Pasal 18B UUDNRI 1945. Pengaturan tersebut, 
merupakan ketentuan pasca amandemen UUD NRI 1945, 
khususnya amandemen II yang ditetapkan pada tanggal 18 
Agustus 2000. Amandemen UUD NRI 1945 khususnya pada 
Pasal 18 telah membawa konsekuensi yang berbeda terhadap 
pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
saat ini.80 

Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) yang terjadi pada 
tahun 2000 membawa perubahan yang sangat signifikan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
Indonesia. Politik hukum dalam Pasal 18 UUDNRI 1945 
semangatnya menjadi sangat berbeda dengan nafas dalam 
Pasal 18 UUDNRI 1945 sebelum amandemen. Hal tersebut 

 
79 Joko Sasmito, Pengantar Negara Hukum dan HAM, (Malang: Setara Pressm, 2018), 

hlm. 1. 
80 Kadek Cahya Susila Wibawa, Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris 

dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di 
Indonesia, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3,  August  2019, hlm 
405 
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tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi 1998, telah 
membawa perubahan yang sangat mendasar pada sistem 
ketatanegaraan di Indonesia.81  

Penulis berpendapat bahwa eksisten dari perubahan 
politik hukum dalam Pasal 18 UUDNRI 1945 sebagai hasil 
amandemen berpengaruh terhadap perubahan politik 
hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berada 
di bawahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum 
merupakan suatu produk politik yang memandang hukum 
sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak konstelasi 
politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.  

Secara struktur Pasal 18 UUD NRI 1945 sebelum 
amandemen terdiri atas satu pasal, yang pada intinya 
menyatakan: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar 
dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang 
dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa. Pasal 18 UUDNRI 1945 pasca 
amandemen secara anatomi mengalami perkembangan 
menjadi  tiga pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. 
Adapun selengkapnya ketentuan Pasal 18 UUDNRI 1945 
menyatakan :  

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi 
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah, yang diatur dengan undang-undang.  

 
81 Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan 

Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Administrative 
Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 2.  
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(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.  

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.  

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan 
Pemerintah pusat.  

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 
daerah dan peraturanperaturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diatur dalam undang-undang.  

 
Melihat dari ketentuan Pasal 18A UUDNRI 1945 yang 

terdiri dari 2 (dua) ayat menyatakan sebagai berikut : 
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau 
antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan 
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah; Hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur 
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang.   
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Sedangkan ketentuan Pasal 18B UUDNRI 1945 yang 
terdiri dari 2 (dua) ayat menyatakan sebagai berikut : Negara 
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang 
diatur dengan undang-undang; Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang.  

Beranjak dengan membaca dan memahami politik 
hukum dalam Pasal 18 UUDNRI 1945, maka secara tersirat 
(tidak tegas) menyatakan bahwa Indonesia dalam pola 
hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah menganut konsep desentralisasi asimetris. Hal 
tersebut bermakna bahwa konsep Pemerintahan Daerah di 
Indonesia bukan hanya satu, dan negara mengakui hal 
tersebut. Dengan demikian, politik hukum (legal policy) 
tentang desentralisasi yang digariskan UUDNRI Tahun 1945 
mengisyaratkan keniscayaan penerapan “desentralisasi 
asimetris” yang menekankan kekhususan, keistimewaan, 
keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat dan hak-hak tradisional yang diatur lebih lanjut 
dengan undang-undang.82 Telaah lebih jauh, ada tiga konsep 
otonomi daerah yang diinginkan dalam Pasal 18 UUDNRI 
1945, yaitu: otonomi daerah seluas-luasnya, otonomi daerah 
khusus, dan otonomi daerah istimewa.  

Pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai 
tindak lanjut dari Pasal 18 UUDNRI 1945 belum menyadari 

 
82 Gunawan A. Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Republik Indonesia”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1, No. 2, Nopember 2018, 
hlm. 415.  
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politik hukum dalam pasal tersebut yang mengamanatkan 
kebijakan desentralisasi asimetris. Dimensi terminologinya 
menjelaskan bahwa jika desentralisasi asimetris dapat 
diartikan sebagai transfer kewenangan khusus yang hanya 
diberikan kepada daerah tertentu dalam rangka menjaga 
eksistensi daerah dalam NKRI. 83  Bangsa Indonesia lebih 
umum mengenal istilah otonomi seluas-luasnya, otonomi 
khusus, dan otonomi istimewa. Padahal ketiga istilah itulah 
yang dikenal dengan desentralisasi asimetris.  

Politik hukum pemerintahan daerah sebagaimana 
amanat Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUDNRI 1945 
mengalami perkembangan dibandingkan dengan Pasal 18 
UUD NRI 1945 (sebelum amandemen). Berdasarkan 
rumusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang Pasal 
18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUDNRI 1945, secara yuridis 
dapat digambarkan konstruksi besar bangunan otonomi 
daerah di Indonesia, terbagi menjadi tiga, yaitu: otonomi 
seluas-luasnya, otonomi istimewa dan otonomi khusus.  

Lebih lanjut, mengenai hubungan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 18A (1) UUDNRI 1945 
menyatakan bahwa: “Hubungan wewenang antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur dengan undang- undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Frasa 
kata “dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 
daerah” dalam Pasal 18A ayat (1) UUDNRI 1945 tersebut 
sebenarnya mengindikasikan bahwa konstitusi 
menghendaki adanya pengaturan yang berbeda bagi tiap-

 
83 Andhika Yudha Pratama, “Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola 

Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Vol. 10, No. 1, Pebruari 2015, hlm. 8.  
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tiap daerah yang mempunyai corak khusus dan beragam. 
Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya Pasal 18B 
ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 
Mendasarkan pada uraian tersebut, maka secara filosofi 
politik hukum (legal policy) tentang desentralisasi yang 
digariskan UUDNRI 1945 mengamanatkan penerapan 
“desentralisasi asimetris” yang menekankan, menghargai, 
dan menghormati kekhususan, keistimewaan, keberagaman 
daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
dan hak-hak tradisional yang diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang.  

Untuk menjamin kepastian hukum, bahwa tetap 
terjaganya politik hukum  Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B 
UUDNRI 1945 sampai pada tataran praktis. Hal ini karena, 
pembentuk undang-undang karena kewenangannya sering 
menafsirkan sendiri politik hukum yang terkandung dalam 
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUDNRI 1945. Kondisi ini 
menyebabkan setiap ganti rezim yang berkuasa, maka pola 
desentralisasinya pun berubah-ubah. Hal ini dapat terlihat 
dari pemberlakuan tiga undang-undang yang berkaitan 
dengan pemerintah pasca amandemen Pasal 18 UUD NRI 
1945. Sejak berlakunya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B 
UUDNRI 1945, Indonesia telah menetapkan tiga undang-
undang pemerintahan daerah (otonomi daerah), yaitu: 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014. Ketiga undang-undang tersebut memiliki 
payung hukum yang sama, yaitu bersumber pada Pasal 18, 
Pasal 18A, dan Pasal 18B UUDNRI 1945; namun semangat 
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otonomi daerah dalam ketiga undang-undang tersebut 
berbeda. 

Undang-undang otonomi daerah tersebut pun belum 
ada yang mengatur mengenai desentralisasi asimetris. 
Kepastian tidak hanya mengenai desentralisasi asimetris, 
tetapi kepastian untuk tidak lagi sentralisasi. Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang sangat 
luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, dan beragam 
dalam etnis, bahasa, agama, dan kebudayaan; maka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pola 
hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang 
tepat adalah desentralisasi bukan sentralisasi, seperti yang 
permah terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru dan 
sebagian saat Pemerintah Orde Lama berkuasa. 

Desentralisasi kemudian dianggap menjadi bagian 
penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di 
daerah. Tujuan utama desentralisasi adalah mengurangi 
beban pemerintah pusat dalam menangani urusan domestik 
sehingga terfokus merespon berbagai kecenderungan global 
dan berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro 
nasional yang lebih strategi. Khusus dalam pembahasan 
Pilkada, pelaksanaan desentralisasi dihubungkan dengan 
Pilkada langsung di Indonesia. pilkada langsung 
memberikan rakyat daerah sebagai bagian dari infrastruktur 
politik kesempatan untuk memilih kepala daerah mereka 
secara langsung melalui pemungutan suara sehingga 
terciptanya keseimbangan infrastruktur politik. 

Kembali pada pemabahasan makna “demokratis’ 
dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar pada saat 
dilakukan perubahan UUD NRI 1945 terdapat adanya 2 
(dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan 
kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan 
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kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun DPRD 
sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan 
secara langsung oleh rakyat. Diantara yang mengusulkan 
agar pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung ole 
rakyat adalah Anthonius Rahail dari Fraksi KKI, yang 
menyatakan:84   
      “.... ini ingin kami tekankan, karena selama ini pemilihan tidak 
langsung dan akhir-akhir ini justru hasil pemilihan bupati dan 
gubernur setelah melaksanakan pemerintahannya ternyata tidak 
menunjukkan kemampuan yang berarti untuk membangun rakyat 
dan nampaknya nanti yang susah juga adalah rakyat itu sendiri. 
Oleh karena itu, menyangkut tentang sistem pemilihan eksekutif 
ini memang perlu kita tetapkan secara benar apa yang menurut 
kata hati kita sekarang adalah terbaik untuk membangun bangsa 
dan negara ini.        Oleh karena itu kami melihat, bahwa contoh-
contoh yang ada sekarang, kadangkala dengan sistem yang tidak 
langsung itu lalu bisa atur akhirnya menghasilkan orang yang 
punya uanglah yang jadi. Itu adalah suatu fakta seperti itu. Oleh 
karena itu kami mengusulkan yang pertama di mana gubernur, 
bupati dan walikota itu dipilih secara langsung. Saya yakin dan 
percaya, bahwa sudah cukup banyak kaderkader bangsa kita yang 
tersebar di seluruh tanah air hanya kesempatan yang barangkali 
perlu kita berikan, sehingga ada kompetitif yang sehat dalam 
rangka kita mempunyai kader pemimpin rakyat yang memang 
betul-betul teruji kepemimpinannya oleh penilaian secara terbuka, 
terimakasih pak.”   
 

Pandangan terhadap konsep pemilihan kepala daerah 
secara langsung juga diulas oleh Ali Marwan Hanan sebagai 
berikut:85   

 
84 Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2010,  hlm. 1253.  
85 Ibid., hlm. 1182  
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“Presiden itu dipilih secara langsung maka pada pemerintah 
daerah pun gubernur dan bupati, walikota itu dipilih 
langsung oleh rakyat. Undangundang dan tata caranya nanti 
akan kita atur. Dengan undang-undang dan tata caranya 
nanti kita atur. Dengan undang-undang yang nanti akan 
terkait dengan undang-undang otonomi daerah itu sendiri.”   
 

Sedangkan usulan konsep pemilihan kepada daerah 
dipilih secara demokratis adalah Hobbes Sinagari  dari fraksi 
PDIP yang mengatakan:86  
“Jadi, kita tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tapi 
dipilih secara demokratis, itu usulan kita. Bukan, inikan 
begini ya, dalam hal inikan saya kira kan ini perdebatan kita 
yang utama nantidalah masalah pemilihan presiden, 
masalah pemilihan gubernur dan selanjutnya, jadi saya kira 
harus dihormati juga usulan kita yang seperti itu begitu, jadi 
saya kira nanti di untuk ayat (4) ini bikin alternatiflah ya, 
dilaternatif dipilih secara demokratis yang selanjutnya diatur 
dalam undang-undang. Alternatif, jadi bikin alternatif ayat.”   

 
Adanya perdebatan dalam konsep pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota, maka  Jakob Tobing 
memberikan alternatif yang berkaitan dengan pemilihan 
kepala daerah sebegai berikut:204  
“Dipilih secara demokratis yang pelaksanaannya diatur 
dalam undang-undang, salah satu alternatif yang mungkin 
adalah pemilihan langsung di samping pemilihan oleh 
DPRD. Atau pemilihan berdasarkan cara lain yang dianggap 
demokratis. Apakah kita bisa memilih alternatif 2, bisa, 
belum.”  
 

 
86 Ibid., hlm. 1221.. 204 Ibid,, hlm. 1250.  
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Pasca perdebatan yang panjang in casu maka 
disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara 
demokratis sebagai mana bunyi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 
Tahun 1945. Kesepakatan rumusan secara demokratis untuk 
pemilukada dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel. 
Pembuat undangundang dapat menentukan sistem 
pemilukada yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu 
apakah secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD. 
Hal itu juga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan 
konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya 
masyarakat antar daerah yang berbedabeda. Hal itu juga 
sesuai dengan ketentuan Pasal 18D UUD NRI 1945 yang 
mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 
dan istimewa serta pengakuan terhadap kesatuan 
masyarakat hukum adat.87  

Penulis berpendapat bahwa secara mendasar 
ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut tidak 
menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan 
Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang 
dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut karena 
Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka implementasi 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil 
presiden, yaitu melalui pemilihan langsung. Selanjutnya 
Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945 
tetapi tidak memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya 
ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai DPRD. 
Hal ini, setidaknya dapat diartikan bahwa Konstitusi tidak 

 
87 Ali Marwan Hsb, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 03 - 
September 2016, hlm 232.  
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hendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam 
pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan pemilihan umum 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil setiap lima tahun sekali.88  

 
b. Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945   
Secara historis, munculnya perubahan Pasal 18 dan 

Pasal 22E, pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 
1945 yang kedua dan ketiga, jadi bukan pada waktu yang 
bersamaan. Bahwa pada amandemen kedua terjadi 
perubahan pada Pasal 18 yang semula tanpa ayat, kemudian 
berubah menjadi bertambah menjadi tiga Pasal yaitu, Pasal 
18 memiliki tujuh ayat, Pasal 18A memiliki dua ayat, Pasal 
18B memiliki 2 ayat juga. Kemudian pada amandemen 
ketiga, muncul Pasal baru Pasal 22E dengan bab yang baru 
pula yaitu BAB VIIB Pemilihan Umum dengan komposisi 
ayat sebanyak enam ayat. 

Munculnya dua Pasal tersebut tentu tidak terlepas dari 
semangat reformasi dengan tujuan sebagai salah satu cara 
untuk perbaikan demokrasi di Indonesia sebagai wujud 
semakin memantapkan kedaulatan rakyat yang menjadi 
representasi sistem demokrasi itu sendiri. Melihat Pasal 18 
UUD NRI 1945 yang lahir dengan bab yang baru yaitu BAB 
VI tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya-tidaknya 
mengandung makna bahwa kepada daerah diberikan 
kewenangan untuk mengurus urusan rumahnya sendiri 
dengan menentukan pemimpin daerah sendiri yang dipilih 
secara demokratis, sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 18 ayat (3) dengan tanpa campur tangan pemerintah 

 
88 Ibid.  
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pusat. Begitu pula dengan penyelenggaraan pemilu, 
memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pemilu 
dilaksanakan secara langsung oleh suatu badan yang bersifat 
nasional, independen, jujur, untuk memilih Presiden dan 
wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) baik pada tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota tanpa intervensi dari pemerintah yang 
kemudian terbentuklah Komisi Pemilihan Umum yang 
bersifat nasional, tetap dan mandiri89 sebagai perwujudan 
sistem demokrasi di Indonesia yang semakin matang. 

Lahirnya dua Pasal tersebut sebagai satu dasar pijakan 
atau landasan yang konstitusional dalam pembentukan 
peraturan undang-undang pelaksananya. Bisa difahami 
bahwa dengan terjadinya amandemen kedua dan ketiga 
yang menambahkan dua Pasal tersebut ke dalam konstitusi, 
maka penerapan sistem demokrasi di Indonesia semakin 
konstitusional. Sebagai bentuk nyata, perwujudan peraturan 
pelaksana atas amanat Pasal-Pasal tersebut yaitu 
dibentuknya Undang-undang No. 12 Tahun 2003 yang 
kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-undang 
No. 20 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara 
langsung, tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 
“bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan 
dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan 

 
89 Bab Viib Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (5): pemilihan umum diselenggarakan 

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, amandemen 
ketiga UUD 1945 
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untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
serta memilih Presiden dan Wakil Presiden”. selanjutnya 
terbentuk Undang-undang No. 23. Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  

Dalam, praktinya, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 
dilakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi 
(MK). Jika melihat secara tekstual, konsep pemilihan kepala 
daerah yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) “Gubernur, Bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Bahwa frasa 
“dipilih secara demokratis” tidak selalu bermakna 
“pemilihan langsung atau dipilih secara langsung oleh 
rakyat”, namun dapat juga bermakna pemilihan melalui 
DPRD. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah tetap 
ditempatkan dalam bab pemerintahan daerah, bukan dalam 
satu bab pemilihan umum.  

Timbul pemahaman yang rancu, jika pemilihan kepala 
daerah tidak termasuk pada kategori pemilu, namun tugas 
pelaksanaan dalam penyelenggaran pemilihan kepala 
daerah menjadi tugas KPUD yang secara struktur 
seharusnya berada dibawah  Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). Ketika Undang-undang 32 tahun 2004 
diujimaterialkan di hadapan MK, Putusan MK-pun terjebak 
pada ketidakjelasan konsep pilkada. Putusan Nomor 72–
73/PUU/2004 tentang Pengujian Undang-undang No. 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 90  yang 

 
90  Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap beberapa Pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyangkut independensi dan 
tanggungjawab KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam Putusan 
No.072-073/PUU-PUU-II/2004, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian. 
Dengan demikian maka Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “….yang bertanggung 



77

RINGKASAN DISERTASI
AHMADI, S.H.I., M.H.

mengabulkan sebagian tuntutan pemohon, tidak 
menyelesaikan problematika paradigma pilkada.  

Pada pertimbangan in casu dinyatakan bahwa 
Pemilukada langsung tidak termasuk dalam kategori 
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E 
UUD NRI 1945 dan penyelenggaraannya dapat berbeda 
dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E 
UUD NRI 194591, namun tiga hakim konstitusi yaitu H.M. 
Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan 
memberikan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam 
putusan tersebut yang mengkategorikan Pemilukada 
sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu.92 Pertimbangan 
MK menyiratkan bahwa pilkada tetap berada di bawah 
rezim hukum pemerintahan daerah (pemda), hal itu tidak 
bertentangan dengan konstitusi, namun jika melihat 
dissenting opinion (pendapat berbeda) dari hakim konstitusi 
lain, yaitu Laica Marzuki,93 Mukthie Fadjar,94 dan Maruarar 

 
jawab kepada DPRD; Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas KPUD”; Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “…kepada DPRD’; Pasal 82 
ayat (2) sepanjang anak kalimat “…oleh DPRD UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan untuk permohonan lainnya, 
Mahkamah memutuskan menolak permohonan para pemohon. 

91 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hlm. 430. 

92 Ibid. 
93 Menurut Laica Marzuki, tatkala pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) tergolong pemilihan umum (Pemilu) dalam makna general election menurut Pasal 22 E ayat 
(2) UUD NRI Tahun 1945, mengapa nian Pilkada langsung tidak termaktub dalam Pasal konstitusi 
dimaksud? Hal dimaksud harus diamati dari sudut penafsiran sejarah („historische interpretatie’). 
Pasal 22 E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berlaku di kala Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, 
diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR-RI ke 7 (lanjutan 2), Sidang Tahunan MPR-RI di kala 
tanggal 9 November 2001. Di kala itu, Pilkada langsung belum merupakan gagasan (ide) konstitusi 
dari Pembuat Perubahan Konstitusi. Pembuat Perubahan Konstitusi belum merupakan idee drager 
atas Pilkada langsung. Dalam: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72–73/PUU/2004 tentang 
Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 117 

94 Menurut Mukthie Fadjar, Pembentuk undang-undang berangkat dari paradigma bahwa 
Pilkada langsung adalah urusan penyelenggaran pemerintahan daerah, sehingga termasuk rezim 
hukum pemerintah daerah dan tak ada kaitannya dengan pemilihan umum (Pemilu) dan rezim hukum 
Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, meskipun secara tidak segan-segan mengadopsi prinsip-



78

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Siahaan,95 maka tampak ada perbedaan paradigma dalam 
memandang eksistensi Pilkada dalam UUD NRI 1945. Ketiga 
hakim konstitusi ini memandang bahwa Pilkada seharusnya 
berada di bawah rezim hukum Pemilu, sehingga kaidah-
kaidah, prinsip-prinsip, dan lembaga penyelenggara Pilkada 
seharusnya sama dengan yang terjadi pada Pemilu legislatif 
dan Pilpres sebagai satu kesatuan rezim hukum pemilihan 
umum. Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa putusan MK yang cenderung memandang 
Pilkada sebagai bagian dari rezim hukum Pemda, sedangkan 
tiga hakim konstitusi lainnya memberikan pandangan 
berbeda (dissenting opinion) yang pada pokoknya 
berpendapat bahwa Pilkada merupakan rezim hukum 
Pemilu.  

Beranjak dari putusan  a quo tersebut maka dalam 
rangka penataan sistem pemilihan umum secara 
komprehensif, maka perlu dilakukan amandemen terhadap 
UUD NRI 1945 dengan menempatkan pemilukada masuk 

 
prinsip hukum pemilu, dan bahkan meminjam aparat Pemilu, yaitu KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang merupakan aparat dan bagian yang tak terpisahkan dengan KPU.dengan diberi 
baju KPUD (sehingga lepas ikatannya dengan KPU) dan ruh independensinya dikurangi (antara lain 
harus bertanggung jawab kepada DPRD), untuk menjadi penyelenggara Pilkada langsung. 
Sementara itu, para Pemohon berangkat dari paradigma bahwa Pilkada langsung tak lain adalah 
Pemilu, oleh karena itu harus tunduk pada rezim hukum Pemilu, sehingga semua prinsip-prinsip 
Pemilu harus dianut oleh Pilkada langsung, penyelenggara dan wewenang regulasinya harus ada 
pada KPU. Dalam:  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72–73/PUU/2004 tentang Pengujian 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 120-121 

95  Menurut Maruarar Siahaan, kami dapat membenarkan argumen Para Pemohon dan 
berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum, dengan mana bukan 
saja asas-asasnya diambil alih dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, pengaturan dan 
penyelenggaraannya juga harus tunduk pada sistem dan aturan UUD 1945 dalam Bab VIIB tentang 
Pemilihan Umum yaitu Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Pasal-Pasal konstitusi harus 
dilihat dan dibaca dalam satu-kesatuan konstitusi ketika merancang dan membuat Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Pasal yang satu dengan Pasal yang lain yang menyangkut kategori 
yang sama harus dilihat dalam satu kesatuan yang harmonis. Jikalau harmonisasi demikian tidak 
terdapat dalam konstitusi itu sendiri, adalah menjadi tugas Hakim MK untuk melakukannya melalui 
interpretasi. (Heinrich Scholler, Notes on Constitutional Interpretation, hal 19), dalam: Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 72–73/PUU/2004 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 129 



79

RINGKASAN DISERTASI
AHMADI, S.H.I., M.H.

atau menjadi satu dalam rezim hukum pemilu, sehingga 
sistem hukum tidak bersifat parsial dan benar-benar 
mencerminkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil yang dilaksanakan oleh lembaga yang sifatnya 
nasional dan mandiri. Mahkamah konstitusi sebagai 
pengawal konstitusi, landasan hukum tertinggi. 

 
c. Sistem Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah di Berbagi 

Negara 
Dasar pemikiran dalam studi perbandingan kedua 

negara tersebut beranjaj dari korelasi antara sistem 
pemilihan kepala daerah di Filipina, Australia, dan 
Indonesia menunjukkan bahwa masing-masing negara 
menghadapi tantangan unik dalam memastikan pemilu 
yang adil dan demokratis. Indonesia dapat belajar dari 
pendekatan Australia yang stabil dan kurang politis, 
sementara juga memperhatikan isu-isu seperti dinasti politik 
dan kekerasan yang dihadapi Filipina untuk memperkuat 
regulasi dan penegakan hukum dalam pemilihan kepala 
daerah. 
1) Filipina 

Dalam konstitusinya, baik Filipina maupun 
Indonesia menahbiskan diri sebagai negara hukum. Hal 
ini terlihat dalam konstitusi Filipina pada bagian 
pembukaan sebagai berikut:  

“We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of 
Almighty God, in order to build a just and humane 
society and establish a Government that shall embody 
our ideals and aspirations, promote the common good, 
conserve and develop our patrimony, and secure to 
ourselves and our posterity the blessings of 
independence and democracy under the rule of law and 
a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and 
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peace, to ordain and promulgate this Constitution. 
(Kami, rakyat Filipina yang berdaulat, memohon 
bantuan Tuhan Yang Mahakuasa, untuk membangun 
masyarakat yang adil dan manusiawi dan mendirikan 
Pemerintah yang akan mewujudkan cita-cita dan 
aspirasi kami, mempromosikan kebaikan bersama, 
melestarikan dan mengembangkan warisan kami, dan 
mengamankan bagi diri kami sendiri dan anak cucu 
kami berkah kemerdekaan dan demokrasi di bawah 
supremasi hukum dan rezim kebenaran,  keadilan, 
kebebasan, cinta, kesetaraan, dan perdamaian, untuk 
menahbiskan dan mengumumkan Konstitusi ini). 

 
Pelaksanaan pemilihan umum di Filipina sendiri 

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Filipina 
disingkat COMELEC (Commission on Elections) adalah 
salah satu dari tiga komisi konstitusi Filipina dan salah 
satu komisi pemilihan tertua di wilayah tersebut. Di 
bawah Konstitusi, COMELEC bersifat independen dari 
badan eksekutif, legislatif dan yudikatif Pemerintah 
Filipina. COMELEC terbentuk pada tahun 1940 pasca 
amandemen Konstitusi Filipina tahun 1935. Sebelum 
COMELEC didirikan, pelaksanaan dan pengawasan 
pemilu dilakukan oleh The Secretary of Interior atau 
Menteri Dalam Negeri. Namun, karena ada 
kekhawatiran atas sikap partisan Menteri Dalam Negeri 
untuk mengeksploitasi kekuatan dan pengaruhnya 
untuk mendukung kemenangan partainya dalam 
Pemilu.96 COMELEC dipimpin oleh seorang ketua, dan 

 
96 Saihu et al. Saihu, Mohammad., Arif M. Suha, Rahman. Yasin, Titis A. Nugroho, 

Budiman Yanuar, F., and Arif Arif., Sarwani. Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, 
Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, 
Semipresidensial, Dan Parlementer.2015, hlm  90. 
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6 komisioner. Syaratsyarat untuk menjadi komisioner 
adalah berkewarganegaraan Filipina, dan atau lahir di 
Filipina, usia minimal 35 tahun saat pengangkatan, 
bergelar sarjana, dan berpengalaman dalam bidang 
hukum sedikitnya 10 tahun. Ketua dan para komisioner 
diangkat oleh presiden dengan persetujuan Commission 
of Appointments. Jabatan komisioner selama 7 tahun dan 
tanpa ada pengangkatan kembali.97 

Yang menarik adalah COMELEC berkomitmen 
untuk mengintensifkan reformasi organisasi dan pemilu 
dengan mengintegrasikan protokol pemilu baru seperti, 
namun tidak terbatas pada, otomatisasi dan sistem 
pendaftaran pemilih online, digitalisasi daftar pemilih, 
peningkatan langkah-langkah pemungutan suara untuk 
warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, dan 
pendirian tempat pemungutan suara tambahan untuk 
kelompok adat. Selain itu, kegiatan edukasi pemilih 
diharapkan dapat diintensifkan untuk memasukkan 
informasi tentang protokol keselamatan selama pemilu 
dengan menggandeng perguruan tinggi negeri (SUC) 
dan perguruan tinggi terbuka untuk pengembangan 
modul pendidikan dan penyebaran informasi.98Secara 
fungsi dan kedudukan, COMELEC dipimpin oleh 
seorang ketua, dan 6 komisioner.99 Syarat-syarat untuk 
menjadi komisioner adalah berkewarganegaraan 
Filipina, dan atau lahir di Filipina, usia minimal 35 
tahun saat pengangkatan, bergelar sarjana, dan 

 
97  Kasuya, Y., Calimbahin, Cleo, “Democratic backsliding in the Philippines: Are 

voters becoming illiberal?”, Asian Journal of Comparative Politics, 2022. 
98  Updated Philippine Development Plan 2017-2022, Ensuring Responsive, 

Peoplecentered, Technology-enabled, and Clean Governance, hlm 72. 
99 Cleo Anne A. Calimbahin ,The 2022 Philippines Elections: Unity, Continuity, and 

Impunity, Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine, 2024. 13-14. 
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berpengalaman dalam bidang hukum sedikitnya 10 
tahun. Ketua dan para komisioner diangkat oleh 
presiden dengan persetujuan Commission of 
Appointments. Jabatan komisioner selama 7 tahun dan 
tanpa ada pengangkatan kembali.100 

Justifikasi pemilihan kepala daerah di filipina, di 
atur dalam dalam Republic Act No. 7160 atau Local 
Government Code of 1991: Undang-undang ini 
memberikan dasar hukum untuk struktur dan fungsi 
pemerintahan lokal di Filipina. Ini dalam bab ini 
mengatur batasan masa jabatan kepala daerah, yaitu 
maksimum tiga kali masa jabatan berturut-turut untuk 
gubernur, wali kota, dan pejabat lokal 
lainnya.selanjunya pemiliha kepala daerah diatur dalam 
Omnibus Election Code (Batas Pambansa Blg. 881, 1985): 
Ini adalah kode komprehensif yang mencakup aturan 
dan prosedur pemilu di Filipina, termasuk untuk 
pemilihan kepala daerah. Kode ini mengatur kampanye 
pemilu, persyaratan kandidat, dan proses pemungutan 
serta penghitungan suara. Dalam perkembangnnya ada 
aturan, Republic Act No. 9369: Undang-undang ini 
mengamandemen beberapa ketentuan dari Republic 
Act No. 8436, yang mengesahkan automasi sistem 
pemilu di Filipina. Ini memungkinkan penghitungan 
suara elektronik, yang digunakan dalam pemilihan 
kepala daerah di banyak wilayah. Undang-undang ini 
secara bersama-sama membentuk kerangka hukum bagi 
sistem pemilihan kepala daerah di Filipina, mengatur 

 
100 Ibid. 
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dari tahap pencalonan, kampanye, pemungutan suara, 
hingga pengumuman hasil.101 

 
2) Australia 

Australia dikenal sebagai negara Monarki 
Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang 
mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang 
wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Kepala 
negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia 
juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, 
baik dalam hukum maupun praktek 
pemerintahan/konstitusional. Dalam kenyataannya, 
Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem 
politik Australia dan hanya berfungsi sebagai 
simbol/tokoh. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili 
oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh 
Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak 
mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian 
Gubernur Jenderal.102 

Dalam konsepsi pemilihan kepala daerah Komisi 
Pemilihan Umum di Australia saat ini bernama 
Australian Election Commission (AEC). Mulanya, yakni 
pada periode 1973-1984, Komisi Pemilihan Umum 
Australia bernama Australian Electoral Office, dan 
merupakan bagian dari kementerian dalam negeri. 
Statusnya berubah menjadi lembaga mandiri dan 
independen sejak 21 Februari 1984, yakni sejak 

 
101 Mendoza, R., Beja Jr, E., Venida, V., & Yap, D, Political dynasties and poverty: 

Evidence from the Philippines. In Proceedings of the 12th National Convention on Statistics 
Oktober 2013. 

102 Federasi Australia Otonomi Indonesia,  Artikel, Sistem Politik Australia, dalam; 
https://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf, akses 17 Agustus 2024. 
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dilakukan amandemen terhadap The Commonwealth 
Electoral Act 1918.103 

Mekanisme Pemilihan kepala daerah di Australia 
diatur oleh berbagai undang-undang di tingkat negara 
bagian dan teritorialnya. Meskipun memiliki perbedaan 
satu sama lain dalam peraturan antar negara bagian dan 
teritori, penulis merujuk pada pandangan Rodney 
Smith 104  tentang gambaran umum Undang-undang 
yang mengatur pemilihan kepala daerah di Australia: 

a. New South Wales: Pemilihan kepala daerah 
diatur oleh Local Government Act 1993. Undang-
undang ini mengatur tentang pemilihan, fungsi, 
dan administrasi dewan lokal. 

b. Victoria: Local Government Act 2020 adalah 
undang-undang utama yang mengatur pemilihan 
kepala daerah di Victoria. Ini juga menetapkan 
pedoman tentang transparansi dan tanggung 
jawab pemerintah lokal. 

c. Queensland: Local Government Act 2009 dan 
Local Government Electoral Act 2011 adalah 
undang-undang yang mengatur pemilihan kepala 
daerah di Queensland, termasuk mekanisme 
pemilihan dan syarat pencalonan. 

d. South Australia: Local Government Act 1999 
mengatur pemilihan kepala daerah di South 
Australia, termasuk aturan mengenai pemilihan 
dan struktur pemerintah lokal. 

 
103  Ryan Goss, Voting Rights And Australian Local Democracy, UNSW Law Journal 

Volume 40(3), hlm 1008. 
104Rodney Smith, Implications of Changes to Voting Channels in Australia A Research 

Report Commissioned by the Electoral Regulation Research Network. December 2018, hlm 
10. 
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e. Western Australia: Local Government Act 1995 
adalah undang-undang yang mengatur pemilihan 
kepala daerah di Western Australia, menetapkan 
pedoman tentang pemilihan dan fungsi 
pemerintah lokal. 

f. Tasmania: Local Government Act 1993 adalah 
undang-undang yang berlaku di Tasmania, yang 
mengatur pemilihan dan struktur pemerintah 
lokal. 

g. Australian Capital Territory (ACT): Local 
Government Act 1993 juga berlaku di ACT, 
mengatur mengenai pemilihan dan administrasi 
pemerintah lokal. 

h. Northern Territory: Local Government Act 2019 
mengatur pemilihan kepala daerah di Northern 
Territory. 
 
Pada prosesnya Sistem pemilihan ini umumnya 

melibatkan pemilihan langsung oleh masyarakat untuk 
memilih walikota dan anggota dewan lokal. Setiap 
negara bagian dan teritori memiliki peraturan yang 
sedikit berbeda, namun ada beberapa elemen umum 
dalam mekanisme pemilihan kepala daerah di 
Australia. Pada praktiknya Mayoritas wilayah di 
Australia menerapkan pemilihan langsung untuk 
memilih kepala daerah (Mayor). Pemilih yang terdaftar 
memberikan suara mereka pada hari pemilihan untuk 
kandidat yang mereka pilih. 105  Dari sisi pengumutan 
suara Australia menggunakan sistem pemungutan 

 
105 Parlementary Education Office, Three levels of government: governing Australia, 

dalam: https://peo.gov.au/understand-our-parliament/how-parliament-works/three-
levels-of-government/three-levels-of-government-governing-australia, akses 18 Agustus 
2024. 
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suara preferensial. Ini berarti pemilih tidak hanya 
memilih satu kandidat, tetapi mereka meranking 
beberapa kandidat berdasarkan preferensi mereka. Jika 
tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas suara 
pertama, suara dari kandidat dengan suara paling 
sedikit akan didistribusikan berdasarkan preferensi 
kedua hingga salah satu kandidat mendapatkan 
mayoritas.106 

 
Jika kedua negara dikorelasikan dengan Indonesia 

dari sisi politik hukum baik di Filipina maupun Indonesia, 
dinasti politik menjadi isu yang signifikan. Meskipun 
Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi untuk 
membatasi dinasti politik, Filipina masih berjuang untuk 
mengesahkan undang-undang yang melarang hal tersebut. 
Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya penguatan 
regulasi untuk membatasi pengaruh dinasti politik dalam 
pemilihan kepala daerah. Dari sistem pemilhan Australia 
menawarkan contoh yang baik dengan sistem voting 
preferensialnya dan fokus pada isu-isu lokal, yang dapat 
memberikan stabilitas lebih tinggi dan mengurangi 
polarisasi politik. Membandingkan sistem pemilihan kepala 
daerah antara Australia dan Indonesia menurut penulis 
dapat membantu dalam memahami bagaimana 
desentralisasi dan otonomi dapat diatur secara efektif dalam 
konteks yang berbeda. Hal ini akan memberikan wawasan 
tentang bagaimana sistem federal dapat mengakomodasi 
kebutuhan lokal sambil tetap mempertahankan integritas 
nasional. Sebagai contoh,  Australia: menyediakan contoh 

 
106 Bejamin, Reily, Jack Hudson Stewart,  Compulsory preferential voting, social media 

and ‘come-from-behind’ electoral victories in Australia, Australian Journal of Political 
Sciencem, Vol. 56. Issue 1, 2021, hlm 101-102. 
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bagaimana keseimbangan antara kontrol pusat dan otonomi 
daerah dapat dipertahankan dalam sistem federal. 
Sedangkan Indonesia, Pembelajaran dari Australia bisa 
membantu dalam menciptakan keseimbangan yang lebih 
baik antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam 
konteks pemilihan kepala daerah yang adil dan transparan, 
serta memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam 
pemilihan kepala daerah di masa mendatang (ius 
constituendum). 

 
B. Implikasi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
1. Aktor Pemilu dan Kepala Daerah 

Di Indonesia, salah satu perubahan signifikan dari 
amandemen UUD NRI 1945107 adalah perubahan cara pengisian  
jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, di tataran 
nasional maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan, 
tidak dengan cara penunjukan, pengangkatan atau pewarisan, 
sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu bahwa: “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Selain itu, 
Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik (vide 
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945) dan pemilihan umum merupakan 
pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip dalam 
demokrasi. 

Melalui amandemen UUD NRI 1945, Indonesia sejatinya 
telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis 

 
107 UUD 1945 sebelum empat kali tahap perubahan(1992 – 2002) hanya terdiri dari 16 

bab, 37 Pasal dan 47 ayat dtambah 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. 
Setelah perubahan, UUD 1945 menjadi 20 bab, 73 Pasal, 171 ayat ditambah 3 Pasal Aturan 
Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.  Jumlah ayat dan Pasal yang dirubah dan ditambah 
mencapai 300 persen dari naskah UUD 1945 sebelum perubahan. Hardjono, Transformasi 
Demokrasi, Cetakan I,(Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan dan Mahkamah 
Konstitusi, 2009), hlm. vii. 
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melalui UU Dasar yang mengatur pemilu berkala yang bebas, 
rahasia, jujur, dan adil (Pasal 23E ayat 1) UUD NRI 1945). 
Masuknya pemilu dalam bab tersendiri yaitu Bab VII B tentang 
pemilu dalam Pasal 22 E Ayat (1) sampai (6)  yang disahkan pada 
Perubahan Ketiga,108 merupakan respon atas tuntutan reformasi 
dalam rangka menyelenggarakan pemilu yang demokratis. 
Dalam Pasal 22E Ayat (1) sampai Ayat (6) mengatur mengenai 
sifat pemilu, anggota dari lembaga apa saja yang dipilih, siapa 
peserta pemilu dan siapa penyelenggaranya.109 

Pengaturan Bab VII tersebut terkait dengan bab-bab 
sebelumnya yang mengatur mengenai DPR (Bab VII) yang 
disahkan pada Perubahan Kedua UUD NRI 1945 tahun 2000 
dengan cara musyawarah mufakat dan DPD (Bab VII A) dengan 
cara yang sama, pun demikian halnya pada Perubahan Ketiga 
UUD NRI 1945 tahun 2001 dilakukan dengan musyawarah 
mufakat. Pengaturan Pemilu juga terkait dengan bab yang 
mengatur mengenai MPR (Bab II) yang disahkan pada Perubahan 
Keempat UUD NRI 1945 Tahun 2002 dengan cara voting. Pasal 2 
ayat (1) menyebutkan:  

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota 
DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan 
diatur lebih lanjut dengan UU”.   
 
Pasal ini menjadi penegas bahwa tidak ada lagi anggota 

MPR yang diangkat. Tidak ada lagi unsur TNI/Polri dan Utusan 

 
108 Pasal 22E hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: (1) Pemilihan umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) 
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.( 3) Peserta 
pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang 
pemilihan umum diatur dengan UU. 

109 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif..., Op.Cit., hlm. 617.   
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Golongan yang duduk di MPR. Sementara Utusan Daerah 
‘ditingkatkan’ kewenangannya dalam lembaga DPD dan 
diberikan beberapa kewenangan yang tidak sama dengan 
kewenangan yang diberikan kepada DPR (Pasal 22D). 110 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bab VIIB tentang pemilu 
tersebut kemudian diatur setahun kemudian dalam UU No.12 
Tahun 2003 (UU 12/2013) tentang Pemilihan Umum yang 
menjadi landasan yuridis operasional pelaksanaan Pemilu 2004. 
Pemilu 2004 termaktub sebagai implementasi pertama dari UUD 
NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga tersebut.111 

Ketentuan khusus mengenai pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI 1945 hasil 
Perubahan Ketiga dan Keempat. Pasal 6 Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai 
syarat calon Presiden dan Wakil Presiden (ayat 1) dan ketentuan 
mengenai syarat tersebut diatur lebih lanjut  dengan UU (ayat 2). 
Sementara Pasal 6A ayat (1, 2, 3 dan 5) 112  UUD NRI 1945 
merupakan hasil Perubahan Ketiga dan Pasal 6A ayat (4) 113 
adalah hasil Perubahan Keempat yang mengatur mengenai siapa 
calon presiden dan wakil presiden, bagaimana cara 
mencalonkannya, siapa yang mencalonkan dan mekanisme 
penetapan pemenang atau tata cara pelaksanaan pemilihan 
presiden dan wakil presiden lebih lanjut disebutkan diatur UU 
(Ayat 5).114 

Melalui perubahan UUD NRI 1945, diketahui Indonesia 
telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis 
melalui konstitusi yang mengamanatkan pemilu berkala yang 

 
110 Ibid.  
111 Ibid., Hlm. 618.  
112 Pasal 6A ayat 1-3 dan 5. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 
113 Pasal 6A ayat 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
114 Ibid.   
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demokratis pula, yakni menganut asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E ayat  (1) UUD NRI 1945) dan 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap dan mandiri Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 
1945. Pemilu yang sebelumnya hanya dikenal sebagai instrumen 
untuk memilih sebagian anggota DPR dan DPRD (karena 
sebagian lagi diangkat, misalnya pemilu pada era Orde Baru dan 
Pemilu 1999), melalui pengkaidahan dalam Pasal 22E UUD NRI 
1945, menjadi instrumen untuk memilih seluruh anggota DPR, 
DPD, dan DPRD dan bahkan untuk memilih presiden dan wakil 
presiden secara langsung.115 Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
ketentuan-ketentuan UUD NRI 1945 sebagai berikut:116 
- Pasal 6A ayat (1): “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh rakyat”;  
- Pasal 18 ayat (3): “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”;  

- Pasal 19 ayat (1): “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih 
melalui pemilihan umum.”;  

- Pasal 22C ayat (1): “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih 
dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”; dan 

- Pasal 22E ayat  (1): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.” 

Untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), baik provinsi, 
maupun kabupaten kota, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 
1945:  

 
115 A. Mukti Fadjar, Pemilu ... Op. Cit. 
116 Ibid., hlm. 28-29.  
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“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis.”  
Rumusan ini dalam perjalannya kemudian menimbulkan 

polemik tentang tafsir pelaksanaan langsung dan tidak langsung, 
asal-asas pemilukada, penyenggara pemilukada, termasuk 
perdebatan mengenai rezim pemilu atau bukan yang 
menimbulkan konsekuensi sendiri.117  

 
Sejak Perubahan UUD NRI 1945 dikenal tiga jenis Pemilu: 

pertama, Pemilu legislatif (untuk memilih anggota DPR, DPD, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota); kedua, Pemilu 
presiden (untuk memilih presiden dan wakil presiden); dan 
ketiga, Pemilu atau pemilihan kepala daerah atau pilkada (untuk 
memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan 
wakil bupati/wakil walikota). Ditambah dengan UU 
penyelenggara Pemilu, untuk menyelenggarakan tiga jenis 
Pemilu tersebut. Sampai dengan pemilu 2014 dan sebelum UU 
N0.7 Tahun 2017 diberlakukan, sepanjang lima belas tahun telah 
dikeluarkan empat belas UU (yang mengatur) Pemilu, seperti 
tampak pada Tabel dibawah ini: 

 
Tabel 1. UU Pemilu Pasca Perubahan UUD NRI 1945  

(sebelum diberlakukan UU Nomor 7 Tahun 2017) 
 

Jenis Nama 
Pemilu 
Legislatif 

 UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU No. 12/2003). 

 
117 Ibid. 
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 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2004 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti     UU     Nomor     2     
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Menjadi UU (UU No. 
20/2004)  

 UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 
2006 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang- 
Undang (UU No 10/2006) 

 UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU No 10/2008) 

 UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (UU No 8/2012) 

Pemilu 
Presiden 

1. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (UU No 23/2003) 
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2. UU Republik Indonesia Nomor   42 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (UU No 42/2008) 

Pemilihan 
Kepala Daerah 

 UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 
32/2004) 

 UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU 
(UU No 8/2005) 

 UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (UU No 12/2008) 

 UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
(UU No 1/2015) 

 UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota (UU 
No 8/2015) 

Penyelenggara 
Pemilu 

 UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (UU No 22/2007) 
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 UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (UU No 15/2011) 

 
Perkembangan bergeser pada konsolidasi dalam  satu UU 

kodifikasi, yang dikenal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum,  yang menggabungkan penyelenggara, 
kepersertaan atau calon, proses atau tahapan, daerah pemilihan,  
penganggaran, pelaporan oleh calon, institusi penegakan, 
maupun mekanisme yang tersedia  dalam hal pengajuan gugatan 
pra maupun pasca pemilihan, serta terhadap hasil pemilihan. 
Wacana berkembang juga terkait dinamika dan diskursus 
penerapan proporsional terbuka dan tertutup sempat  
mengemuka untuk pelaksanaan pemilihan umum ideal ke depan. 
Terakhir, dengan adanya IKN, serta  munculnya DOB baru 
berupa provinsi baru melalui  pemekaran Papua dan Papua Barat 
mendorong keluarnya Perppu 1 Tahun 2022 yang disahkan DPR 
beberapa waktu lalu menjadi UU. 
a. Pemilih 

Hak pilih Warga Negara Indonesia secara tegas diatur 
dalam Pasal  27 Ayat (1) UUD NRI 1945,  
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selanjutnya 
Pasal 28D Ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”  
 

Lalu Ayat (3) menyatakan,  
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan”. 

 



95

RINGKASAN DISERTASI
AHMADI, S.H.I., M.H.

Tabel 2.Pemilih dalam Pemilu di Indonesia 
 

 
Kriteria 

Pemilu 
Pertama 
Pemilu 
1955 
(UU No 
7/1953) 

Pemilu-
pemilu  
Orde Baru 
(UU No 
15/1959) 

Pemilu 
Transisi 
Pemilu 
1999 (UU 
No 3/1999) 

Pemilu 
Pasca Per 
UUD NRI 
1945 
(UU No 
7/2017) 

Umur 18 tahun 17 tahun 17 tahun 17 tahun 

Perkawinan Sudah 
kawin 

Sudah kawin Sudah kawin Sudah kawin 

Kesehatan Hilang 
ingatan 

Hilang 
ingatan 

Hilang 
ingatan 

 

Putusan 
Pengadilan 

Dicabut 
hak pilih 
Dipenjara 

Dipenjara 
dengan 
ancaman 5 
tahun 

Dicabut hak 
pilih 

Dicabut hak 
pilih 

Pengecualian  Bekas 
anggota 
PKI 
Terlibat 
G 
30S/PKI 

Bekas 
anggota 
PKI 
Terlibat 
G30S/PKI 

 

  Anggota 
ABRI 

Anggota 
ABRI 

Anggota 
TNI/Polri 

 
Sumber: data di olah penulis dalam Materi Presentasi Kelas Virtual 
Perludem Sesi 2.04 "Aktor Pemilu: Pemilih" - Perkumpulan Untuk 

Pemilu dan Demokrasi 
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Gambar.2 Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sumber: Materi Presentasi Kelas Virtual Perludem Sesi 2.04 
"Aktor Pemilu: Pemilih" - Perkumpulan Untuk Pemilu dan 

Demokrasi 
b. Partai Politik 

Naskah asli UUD NRI 1945 sama sekali tidak ada kata 
“partai politik”. Kata tersebut baru masuk dalam UUD NRI 
1945 Perubahan, sekaligus langsung menunjukkan betapa 
besarnya peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan. 
Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan,  

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”  

Sedangkan Pasal 22E ayat  (3) UUD NRI 1945 
menyatakan,  
“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwailan Rakyat Daerah adalah 
partai politik.” 
 

Pasca gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota selaku kepala 
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daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, partai politik 
atau gabungan  partai politik juga yang memiliki hak untuk 
mengusulkan pencalonan mereka. Namun, tidak setiap 
partai politik bisa menjadi peserta Pemilu DPR dan DPRD 
sehingga berhak mengajukan calon anggota legislatif, dan 
tidak setiap partai politik juga berhak mengusulkan 
pasangan calon pejabat eksekutif. UU Nomor 12 Tahun 2003, 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan UU Nomor 8 
Tahun 2012 memiliki kriteria berbeda untuk bisa menjadi 
partai politik.118  
1) Calon Anggota Legislatif dan Calon Pejabat Eksekutif 

Meskipun Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 
menjamin bahwa, setiap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, namun tidak serta merta setiap warga 
negara bisa menjadi anggota legislatif atau pejabat 
eksekutif. Konstitusi menyatakan bahwa peserta 
pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, 
yang berarti partai politiklah yang berhak mengajukan 
calon anggota DPR dan DPRD. Demikian juga, partai 
politiklah yang berhak mengajukan pasangan calon 
presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Itu artinya, untuk menjadi anggota 
legislatif dan pejabat eksekutif harus dicalonkan oleh 
partai politik.  

2) Pemantau Pemilu 
Organisasi pemantau Pemilu bukan aktor yang 

menentukan dalam penyelenggaraan Pemilu, sebab ada-
tidaknya organisasi tersebut, penyelenggaraan Pemilu 
bisa tetap berjalan dan hasilnya bisa tetap menguasai 
pemerintahan. Keberadaan lembaga pemantau Pemilu 

 
118 Wasis Susetyo, dkk. Tinjauan terhadap Efisiensi… Op. Cit, hlm. 25-26. 
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dibutuhkan terutama di negara-negara yang baru 
membangun sistem demokrasi dengan Pemilu sebagai 
modal utama. Kehadiran pemantau dibutuhkan demi 
menjaga berlakunya prinsip-prinsip Pemilu bebas dan 
adil. Dalam konteks Indonesia, pemantau diperlukan 
untuk menjaga agar asas Pemilu langsung, umum, 
bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) 
sebagaimana diamanatkan konstitusi bisa benar- benar 
terimplementasi dalam pelaksanaan pemilu.119  

3) Sistem Pemilu Kepala Daerah  
Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi 

tersebut, Pemilu dilengkapi berbagai perangkat teknis 
atau variabel sistem Pemilu. Sistem Pemilu adalah 
hubungan berbagai variabel untuk mengkonversi suara 
pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon 
terpilih di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan 
kata lain, sistem Pemilu merupakan seperangkat 
variabel yang mengatur kontestasi perebutan 
kekuasaan. Menurut Reynolds, sistem Pemilu memiliki 
tiga fungsi: pertama, sebagai institusi untuk menyeleksi 
para pengambil keputusan; kedua, sebagai saluran 
menuntut pertanggungjawaban para wakil yang 
terpilih; dan ketiga, membantu menetapkan batasan 
wacana politik yang para pemimpin. 

 
2. Manajemen Pelaksaaan Pemilu  

a. Pengaruh Sistem Pemilu 
Pemilihan sistem Pemilu berdampak langsung 

terhadap manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan 
tahapan Pemilu. Sistem Pemilu legislatif yang memiliki 
banyak variabel, tentu saja berdampak pada kompleksitas 

 
119 Ibid, hlm. 27-28. 
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manajemen pelaksanaan tahapan. Dalam Pemilu legislatif, 
sistem Pemilu mayoritarian lebih mudah dikelola daripada 
sistem Pemilu proposional. Selanjutnya dalam sistem Pemilu 
proposional daftar tertutup lebih mudah dikelola dari pada 
sistem proposional daftar terbuka. Tentu saja manajemen 
penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 
eksekutif, yang memiliki jumlah variabel lebih sedikit, juga 
lebih mudah dikelola daripada Pemilu legislatif. Bersumber 
dari sistem pemilu, maka tingkat kerumitan manajemen 
penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 
ditentukan oleh jumlah daerah pemilihan, besaran daerah 
pemilihan, jumlah partai politik peserta Pemilu, jumlah 
calon anggota legislatif, jumlah calon pejabat eksekutif, dan 
jumlah pemilih.120 

Penyelenggaraan Pemilu legislatif berjalan linier 
terdiri dari tiga periode: pertama, periode sebelum 
pelaksanaan tahapan; kedua, periode pelaksanaan tahapan; 
dan ketiga, periode setelah pelaksanaan tahapan. Periode 
pertama meliputi penyusunan peraturan, perencanaan dan 
penganggaran, serta persiapan rekrutmen petugas. Periode 
kedua berupa penetapan daerah pemilihan, pendaftaran 
partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, 
pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan 
penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pelantikan 
calon terpilih. Sedangkan periode ketiga berupa pelaporan 
dan evaluasi. Penyelenggarakan pemilu eksekutif sebetulnya 
kurang lebih sama dengan Pemilu legislatif, hanya saja pada 
periode pelaksanaan tahapan, jumlah tahapannya lebih 
sedikit karena Pemilu eksekutif tidak memerlukan tahapan 

 
120 Ibid, hlm. 41-42. 
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pembentukan daerah pemilihan dan pendaftaran partai 
politik peserta Pemilu.121 

b. Periode Sebelum Pelaksanaan Tahapan 
Baik dalam Pemilu legisaltif maupun dalam Pemilu 

eksekutif, aktor utama penyelenggaraan Pemilu adalah KPU, 
sedangkan aktor utama pelaksanaan tahapan adalah KPU 
bersama jajarannya. Dalam periode sebelum pelaksanaan 
tahapan, KPU menghadapi banyak masalah sesuai dengan 
jenis kegiatan yang terjadi pada periode ini. Pertama, dalam 
menyusun peraturan peraturan, KPU sering menghadapi 
masalah ketidaklengkapan dan ketidakjelasan undang- 
undang dalam mengatur isu tertentu, Kedua, sama dengan 
penyusunan peraturan, dalam menyusun rencana dan 
anggaran pemilu, KPU sering menghadapi masalah politik 
dengan DPR. Ketiga, dalam menyiapkan petugas Pemilu, 
KPU sering terkendala dengan jadwal rekrutmen yang tidak 
sejalan dengan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu 

c. Periode Pelaksanaan Tahapan 
Sistem Pemilu legislatif memiliki banyak variabel 

daripada sistem Pemilu eksekutif sehingga pelaksanaan 
tahapan Pemilu legislatif lebih banyak daripada pelaksanaan 
tahapan Pemilu eksekutif. Pembahasan pelaksanaan tahapan 
berikut ini menyatukan pelaksanaan tahapan Pemilu 
legislatif dan Pemilu eksekutif, dengan menekankan pada 
aspek persamaan dan perbedaannya di antara kedua jenis 
Pemilu tersebut. Pertama, Penetapan Daerah Pemilihan. Daerah 
pemilihan Pemilu presiden adalah wilayah negara, daerah 
pemilihan Pilkada gubernur adalah wilayah provinsi, dan 
daerah pemilihan Pilkada bupati/walikota adalah wilayah 
kabupaten/kota.  

 
121 Ibid, hlm. 42. 
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Kedua, Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu. 
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebetulnya 
membedakan dua jenis partai politik peserta pemilu: 
pertama, partai politik yang memiliki kursi di DPR secara 
otomatis bisa menjadi peserta Pemilu; kedua, partai politik 
yang tidak memiliki kursi DPR sehingga harus 
menunjukkan bukti kantor, kepengurusan dan keanggotaan. 
Ketiga, Pendaftaran Pemilih. Mekanisme pendaftaran pemilih 
untuk Pemilu legislatif, Pemilu presiden, dan Pilkada 
hampir sama. Keempat, Pendaftaran Partai Politik Peserta 
Pemilu. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebetulnya 
membedakan dua jenis partai politik peserta pemilu: 
pertama, partai politik yang memiliki kursi di DPR secara 
otomatis bisa menjadi peserta Pemilu; kedua, partai politik 
yang tidak memiliki kursi DPR sehingga harus 
menunjukkan bukti kantor, kepengurusan dan keanggotaan. 
Kelima, Kampanye. Semua UU Pemilu menetapkan, materi 
dan metode kampanye Pemilu legislatif, Pemilu presiden, 
dan Pilkada adalah sama 

 
3. Lembaga Penyelenggara Pemilu 

Menurut Pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945, struktur 
lembaga penyelenggara pemilihan umum dijelaskan sebagai 
berikut: 
i. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 
ii. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
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iii. Peserta pemilihan umum memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat daerah adalah partai politik. 

iv. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 

v. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi 
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri. 

vi. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 
dalam undang-undang. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu, ada ketentuan yang jelas tentang 
lembaga penyelenggara pemilu. Undang-undang tersebut 
menetapkan tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu 
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kesemuanya 
adalah lembaga independen yang bertugas 
menyelenggarakan pemilu. 

Setalah dilakukan kodifikasikan menjadi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, keberadaan 
ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut tetap 
dipertahankan yang disebutkan dalam Undang Undang 
sebelumnya. 122  Dalam undang-undang tersebut mengatur 
penyelenggara pemilu yang memiliki tugas 
menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri. Selain Komisi Pemilihan Umum 
dan Badan Pengawas Pemilu terdapat satu lembaga lain yang 
diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan 
pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-
masing, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

 
122 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Op. Cit, hlm. 536. 
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yang mempunyai tugas untuk menangani pelanggaran kode 
etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 
"Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 
menenyelenggarakan pemilihan yang terdiri dari Komisi 
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 
fungsi penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung 
oleh undang-undang". 

 
C. Konstruksi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Untuk 

Indonesia Di Masa Depan 
Sejak disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dengan landasan konstitusional hasil 
Amandemen II UUD NRI 1945, masih terdapat beberapa 
permasalahan yang perlu untuk diperbaiki dalam kerangka 
mendorong pemilukada yang ideal, baik dalam perspektif 
landasan hukum pijakannya maupun dalam perspektif 
penyelenggaraan serta manfaat yang dapat dirasakan. Namun 
dalam tulisan ini hanya dibatasi pada permasalahan yang 
berkaitan dengan landasan konstitusional penyelenggaraan 
pemilukada yang kemudian menjadi multi tafsir berkaitan 
dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 serta tidak tegasnya UUD 
NRI 1945 menempatkan pemilukada masuk dalam rezim 
pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum. 

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam konteks mengurus 
dan menentukan nasib sendiri bagi daerah adalah melalui 
pemilihan langsung kepala daerah (pemilukada) sebagaimana 
diatur dalam Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 
sebagaimana diperbaharui dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum. Hanya saja, pelaksanaan 
pemilukada yang masih dalam tahap uji dan coba sebagaimana 
tumbuh dan berkembangnya demokrasi Indonesia, masih 
terdapat beberapa hal yang patut di analisis untuk dilakukan 
perbaikan dalam kerangka pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
disesuaikan dengan pengaturan hukum sebagai landasan hukum 
yang ideal. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan konstruksi 
pengaturan dan pemilahan dalam pemilhan kepala aderah di masa 
mendatang.  

1. Konstruksi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan 
UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (4) 

Pada dasranya Pemilukada, telah diatur di dalam UUD RI 
1945 sebagai konstitusi berbangsa dan bernegara yang 
selanjutnya ketentuan pasal tersebut dijadikan sebagai landasan 
konstitusional penyelenggaraan pemilukada, sebagaimana 
tertuang pada BAB VI UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 18 
ayat (4), yang mengatur:  

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih 
secara demokratis”. 
 
Frasa “demokratis” dari ketentuan pasal tersebut patut 

dipahami sebagai penguatan atas pemahaman bahwa Indonesia 
adalah negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) bukan negara 
monarki dan bukan pula negara yang diseleng- garakan dengan 
pendekatan otoritarian (otoriter) dari suatu rezim pemerintahan 
yang berkuasa secara absolut. 

Demokrasi di Indonesia, secara konseptual dan 
kontekstual, dinamakan Demokrasi Pancasila. Pada penulisan ini 
istilah demokrasi diindentikkan dengan kedaulatan rakyat. Oleh 
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karena itu, pemahaman pelaksanaan demokrasi dalam tulisan ini, 
sama halnya dengan pelaksanaan paham kedaulatan rakyat. 
Demokrasi Pancasila tidak lagi relevan apabila masih 
dipersoalkan, karena hal tersebut sudah menjadi komitmen se- 
luruh bangsa Indonesia dan bersifat final adanya. Namun secara 
operasional, frasa demokratis pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) 
UUD NRI 1945 masih membuka peluang multi intepretable. Hal ini 
berkaitan dengan pilihan model demokrasi, apakah demokrasi 
langsung (direct democracy) atau demokrasi perwakilan (indirect 
democracy); tentu keduanya mempunyai sema- ngat demokratis 
dalam penerapan demokrasi, dalam hal ini pada konteks 
pemilihan kepala daerah. 

Munculnya fenomena keinginan untuk melalukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pemilukada di Indonesia dengan berbagai 
kelebihan dan kekurangannya adalah hal yang wajar. Tidak 
sedikit “masyarakat” praktisi, akademisi maupun pemerintahan 
dengan “menterjemahkan” landasan konstitusional pelaksanaan 
pemilukada, mewacanakan untuk kembali ke demokrasi 
perwakilan setelah saat ini dengan metode demokrasi langsung 
dalam pemilihan kepala daerah. Eksistensi multitafsir dari suatu 
dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemilukada 
tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan atau 
bahkan ketidak pastian pilihan model demokrasi pemilihan 
kepala daerah yang juga dapat menyebabkan ketidak pastian 
politik. 

Demokrasi langsung yang diterapkan pada pemilukada, 
secara filosofis dan praktik belajar dimulai dari diterapkannya 
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk 
pertama kalinya pada tahun 2004 yang dianggap sebagai titik 
awal terjadi perubahan konfigurasi politik Indonesia hasil 
amandemen III UUD NRI 1945 yang berhasil merubah struktur 
dan wajah demokrasi Indonesia. Sejak itu, beranjak dengan 
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diubah dan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka untuk memilih kepala daerah di 
Indonesia sejak tahun 2005 diselenggarakan dengan model 
pemilihan langsung. 

Landasan konstitusional pemilihan secara langsung untuk 
presiden dan wakil presiden diatur pada BAB III Pasal 6A ayat (1) 
UUD NRI 1945:  

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat”.  
 
Ketentuan pasal tersebut secara lugas, terang, jelas dan 

tegas menyatakan bahwa model demokrasi dalam pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden adalah model demokrasi langsung 
(direct democracy), oleh karena itu ketentuan pasal ini tidak dapat 
diterjemahkan lain atau tidak wayuh arti (fixed interpretable). 

Ketentuan pasal landasan konstitusional model pemilihan 
presiden dan wakil presiden, senyatanya telah menciptakan 
kepastian hukum dan sekaligus kepastian politik dalam 
perspektif model demokrasi pemilihan presiden dan wakil 
presiden. Hal ini juga telah tidak membuka ruang untuk diskusi 
dan perdebatan tentang model demokrasi tersebut. 

Perbedaan penegasan terhadap model demokrasi pada 
tataran konstitusi antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
(Pilpres) yang dengan tegas menyebutkan “dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat” (pasal 6A ayat (1) UUD 
NRI 1945) dengan Pemilukada yang menyebutkan “dipilih secara 
demokratis” (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945), sementara pada 
tataran pelaksanaan, baik dari tataran teknis, lembaga 
penyelenggara maupun tata cara pemilihan oleh rakyat terdapat 
kesamaan antara pilpres dengan pemilukada. 

Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, sebagai landasan 
konstitusional pemilukada, agar terydapat kepastian dan 
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penegasan tentang model demokrasi dalam pemilukada, maka 
seharusnya ketentuan tersebut dilakukan amandemen 
(perubahan) khususnya pada frasa “dipilih secara demokratis” 
diubah mengikuti dan menyesuaikan dengan model demokrasi 
Pilpres. Hal ini disebabkan karena semangat, philosofis serta 
teknis pelaksanaan pemilukada mempunyai kesamaan dengan 
Pilpres. Oleh karena itu, seharusnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) 
UUD NRI 1945 hasil amandemen tersebut berbunyi:  

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara langsung oleh rakyat” 
 
Konteks ke-Indonesiaan, rakyat secara sadar maupun tidak 

telah menjalankan gagasan demokrasi. Rakyat Indonesia, melalui 
pemilu, mendedikasikan diri untuk membangun negara 
demokrasi dengan kekuasaan Negara. Pemilihan umum adalah 
mekanisme yang dipilih untuk me- wujudkannya.123 

Begitu pentingnya pemilihan umum dalam suatu negara 
yang menganut demokrasi, telah menyebabkan pemilihan umum 
dijadikan dasar untuk menentukan keberadaan demokrasi 
disuatu negara. Negara yang memilih pemimpin dan para 
wakilnya lewat pemilihan umum me nunjukkan negara tersebut 
demokratis dan sebaliknya, jika tidak ada pemilihan umum 
maka negara tersebut tidak demokratis. 124  Dalam rangka 
mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, salah satu 
standar yang harus menjadi acuan; pemilu dilaksanakan dengan 
perangkat peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, 

 
123 Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan 

Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 
3, September 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Re- publik Indonesia, hlm. 104. 

124 Fitra Arsil, “Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa (To Prevent The 
General Election From Being A Tool Of The Authority)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 
4, Desember 2012, Jakarta: Direktorat jende- ral Peraturan Perundang-undangan 
Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 566. 
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sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih 
memberikan kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang 
ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai.125 

Pemilukada dapat dipahami termasuk dalam rezim 
pemerintahan daerah, karena pengaturan landasan hukum 
pemilukada diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang penyelenggaraannya dilaksanakan 
oleh lembaga independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum 
Daerah, sementara landasan hukum penyelenggara pemilihan 
umum itu sendiri adalah UU No. 22 Tahun 2007 sebagaimana 
diganti dan diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, setiap jenis 
pemilihan juga diatur di dalam UU tersendiri, untuk pilpres 
diatur di dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk pemilihan umum 
anggota DPR, DPD dan DPRD diatur dalam UU No. 10 Tahun 
2008 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan UU No. 8 
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan 
DPRD. 

Kesamaan filosofis, model demokrasi, penyelenggara, 
karakter sampai tataran teknis pemilihan antara pilpres, 
pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan 
pemilukada, maka juga sepatutnya ada penegasan bahwa pemi-
lukada termasuk ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga 
perlu dilakukan langkah aman demen (perubahan) dengan cara 
memberikan klausul tambahan pada BAB VIIB Pemilihan Umum 
pada UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 22E ayat (2) yang saat 
ini berbunyi:  

 
125 Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawati, Alia Harumdani W, “Komparasi 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi 
Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 3, September 2012, Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 537. 



109

RINGKASAN DISERTASI
AHMADI, S.H.I., M.H.

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah”,  
Untuk selanjutnya diamandemen menjadi berbunyi 

sebagai berikut:  
“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati 
dan Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.  
 
Amandemen ini akan semakin menegaskan dan 

mengukuhkan bahwa pemilukada termasuk kedalam rezim 
pemilihan umum. Penataan konstitusi serta landasan hukum 
pemilukada, diharapkan akan lebih mengoptimalkan tercapainya 
tujuan otonomi daerah kepada daerah otonom untuk mengatur 
dan mengelola dirinya sendiri melalui desentralisasi di bidang 
politik dalam perspektif pemilukada.Amandemen UUD NRI 1945 
telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu substansi materi 
perubahan UUD NRI 1945 terkait dengan pengisian jabatan 
kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 
NRI Tahun 1945 yang menyebutkan:  

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis”.  
 
Ketentuan ini tidak tegas mengatur bahwa pemilihan 

Gubernur, Bupati, Walikota harus dilakukan dengan pemilihan 
langsung. 
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Berkaitan dengan frasa dipilih secara demokratis dalam 
Pasal 18 ayat (4). Berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam 
pasal tersebut terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut:126 

1) Pemilihan kepala daerah tidak harus dilakukan secara 
langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD;  

2) Istilah "dipilih secara demokratis" tidak dapat diartikan 
bahwa pemilihan pasangan calon adalah tanggung jawab 
mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang 
berfungsi untuk melakukan rekrutmen politik dalam 
pengisian jabatan publik; dan  

3) Rumusan Pasal 18 ayat (4) yang diubah oleh amandemen 
kedua (tahun 2000) dapat ditafsirkan dengan cara yang 
sama dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945, hasil amandemen 
ke-3 di tahun 2001 

4) Menurut Pasal 18, ayat 4, hanya kepala daerah (Gubernur, 
Bupati, dan Walikota) yang dipilih secara demokratis, 
sedangkan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil 
walikota tidak perlu dipilih dalam satu paket dengan 
kepala daerah. 
 
Selain pasal 18 ayat (4) yang harus memberikan kepastian 

atas defenisi frasa dilaksanakan secara demokratis, 
penyelenggaraan pemilihan umum atau PEMILU, harus 
dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu untuk 
menjamin siklus kekuasaan yang teratur dan menjamin 
pemerintahan yang benar-benar mengabdi kepada kepentingan 
seluruh rakyat. Selain itu, pemilihan umum harus dilakukan 
secara berkala untuk menjamin demokrasi dan pemerintahan 
yang benar-benar mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat. 

 
126  Suharizal, Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), hlm. 26-28 
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Pemilihan adalah salah satu cara paling penting untuk 
melaksanakan hak asasi warga negara, jadi pemerintah harus 
memastikan bahwa pemilu dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan oleh konstitusi. 

Terdapat beberapa alasaan mengapa pemilu dilaksanakan 
secara periodik atau berkala yaitu: Pertama, aspirasi atau 
pendapat warga masyarakat mengenai berbagai aspek 
kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis 
sepanjang masa. kedua, di samping pendapat rakyat dapat 
berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan masyarakat 
dapat pula berubah, baik karena faktor dalam negeri atau pun 
karena dinamika dunia internasional. ketiga, perubahan-
perubahan aspirasi rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi 
karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang semakin 
dewasa. 127 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVII/2019, yang mengatakan bahwa pemilihan umum serentak 
termasuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dalam 
pertimbangan hukumnya, khususnya pada paragraph [3.15.1] 
halaman 311, MK mengulangi konsepsi Pemilihan Umum 
serentak yang berkembang selama perubahan UUD NRI 1945. 
Menurut Mahkamah Konstitusi: 

“Bahwa berkenaan dengan orginal intent, dalam pengertian 
dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang 
berkembang dikemukakan dan selama masa pembahasan 
perubahan UUD NRI 1945 terutama berkenaan dengan 
pemilihan umum, Mahkamah harus merujuk kembali 
ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide berkembang yang 
dikemukakan para pengubah UUD NRI 1945 berkenaan 
dengan pemilihan umum” 

 
127 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2006),  hlm. 170-171. 
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Berdasarkan amar putusan dalam putusan MK putusan a 
quo, Mahkamah Konstitusi secara terbatas menyatakan bahwa 
ada 6 (enam) model keserentakkan pemilihan yang dapat 
dinyatakan konstitusional dan bahwa tidak ada perbedaan antara 
rezim pemilihan presiden 

 
2. Konstruksi Pemilihan Kepala Daerah di Masa Depan (Ius 

Constituendum) 
Dalam sub bab ini penulis akan menejelaskan kontruksi 

pemilihan umum ke depan dengan memperhatikan UUD NRI 
1945 Pasal 18 ayat (40 dna Pasal 22 E, demi terciptanya pemilihan 
umum yag demokratsi sebagai mana yang ingin dicapai dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Pilkada langsung jika ditijau dari 
filosofis pelaksanaannya merupakan langkah lanjut dari 
keinginan kuat negara untuk meningkatkan kualitas demokrasi. 
Diharapkan bahwa pemilihan langsung kepala daerah akan 
melahirkan pemimpin yang dapat diandalkan dan didukung oleh 
masyarakat. Sistem pemilihan yang akan diterapkan akan 
disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, yang merupakan latar 
belakang pemikiran untuk rumusan Pasal 18 ayat (4). Sistem 
perwakilan, yang melibatkan pemilihan oleh Dewan Perwakilan, 
atau sistem pemilihan langsung oleh rakyat, tersedia bagi 
masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan masyarakat 
kebebasan untuk mengubah cara sistem pemilihan kepala daerah 
dijalankan. 

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, 
pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat bagi 
pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi local 
diantaranya yaitu:  
1) Sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan 

membuka ruang partisipasi yang cukup luas bagi 
masyarakat dalam proses demokrasi dan menentukan 
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kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem 
demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa 
untuk menentukan rekrutmen calon di tangan segelintir 
orang di DPRD;  

2) Dari sisi kompetisi politik, pilkada langsung memungkinkan 
munculnya secara lebih besar preferensi kandidat-kandidat 
yang bersaing serta memungkinkan masing-masing 
kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka 
dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam 
demokrasi perwakilan.  

3) Sistem pilkada langsung akan memberi peluang bagi warga 
negara untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara 
lebih baik tanpa terpengaruh oleh kepentingan elit politik;  

4) Sistem pilkada langsung akan meningkatkan kemungkinan 
untuk memilih pemimpin yang berani, berbakat, dan sah. 
Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan 
lebih berorientasi pada warga daripada segelintir elit di 
DPRD, sehingga pilkada memiliki beberapa keuntungan. 
Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah akan 
lebih baik diberikan kepada warganya, yang pada gilirannya 
akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.  

5) Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada akan memiliki 
legitimasi politik yang tinggi, yang akan mendorong 
persatuan masyarakat. 

 
Penulis berpendapat atas pemaknaan pemilihan secara 

demokratis dalam, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 mengacu pada model pemilihan 
perwakilan untuk kepala daerah. Di sini, perwakilan tidak hanya 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti kepala 
daerah, tetapi juga berpartisipasi dalam masyarakat melalui 
proses penilaian publik. Selanjutnya bahwa model demokrasi 
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perwakilan yang diubah ini bukanlah suatu kemunduran tetapi 
suatu terobosan yang baru dan dinamis. Demokrasi tetap berada 
dalam konstitusi UU Negara Republik Indonesia 1945 dan 
ideologi nasional Indonesia, Pancasila.   

Dalam hal pemilihan kepala daerah, peraturan ini (Pasal 18 
ayat (4) UUD NRI 1945) adalah referensi utama. "Kepala daerah 
dipilih secara demokratis" adalah kata kunci dari Pasal 18 ayat (4) 
UUD NRI 1945. Menurut Pasal 18B, ayat (1) dan ayat (2) UUD 
NRI 1945, sistem pemilihan kepala daerah tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pembentuk undang-
undang dapat membuat sistem pemilihan kepala daerah yang 
diinginkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memilih 
antara sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau sistem 
pemilihan langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah untuk 
menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk 
menentukan sistem demokrasi yang diinginkan oleh rakyat. Dari 
permasalahan yang terus terjadi dalam kontestasi pemilihan 
kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, peneliti 
memberikan rekomendasi dalam penelitian ini sebagaimana 
yang menjadi focus penelitian yaiatu konstruksi pemilihan 
kepala daerah berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 22 UUD NRI 1945, 
maka penulis merekomendasikan pemeilihan umum secara  
langsung terbuka bertingkat. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 18 ayat (4) UUD 
NRI 1945 pasca amandemen dimaksudkan untuk menggunakan 
sistem pilkada asimetris (beragam). Artinya, apakah kepala 
daerah dipilih secara langsung atau dipilih melalui DPRD, proses 
pemilihannya dapat beragam atau asimetris. Pilihan sistem, 
bagaimanapun, tidak boleh bertentangan dengan demokrasi. 
Pemilihan secara langsung ini tentunya begitu saja dilaksanakan, 
sebelum nama-nama calon Gubernur, Bupati/ Walikota 
diajukan, para calon harus mengikuti Fit and Propper test terlebih 
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dahulu, untuk mengukur kualitas para calon. Adapaun yang 
harus diperhatikan dalam fit dan proper test melalui dua tahap 
yaitu: 
1. Tahap Uji Publik Kelayakan Kepala Daerah 

a. Partai Politik  
Partai politik dalam tahap ini diharapkan dapat 
menyiapkan bakal calon kepala daerah yang sesuaia 
dengan visi-misi partai. Nama-nama bakal calon akan 
diserahkan kepada anggota DPRD dan akan dilakukan 
seleksi melalui voting yang kemudian suara tertinggi 
sesuai yang akan menjadi calon yang akan di daftarkan. 

b. Pemilihan dilakukan oleh DPRD  
DPRD melalkuakn seleksi dan voting nama calon kepala 
daaerah baik berasal dari satu partai saja maupun dalam 
bentuk koalisi untuk kemudian diajukan kepada KPU 
sebagai bakal calon Kepala daerah. Seleksi DPRD ini 
sebagai intrepretasi suara rakyat pada tingkat awal. 
Voting ini sebagai upaya menciptakan kualitas kepala 
daerah yang faham akan kepentingan dan keadaan 
social masyarakat 

c. Pemilihan dilakukan oleh KPUD 
Dalam hal ini KPU melakukan uji publik kepada para 
bakal calon, adapun langkahnya sebagai berikut:  
(1) Pengumuman tentang pendaftaran calon kepala 

daerah yang akan dipilih 6 (enam) bulan sebelum 
masa jabatan kepala daerah berakhir;  

(2) Pendaftaran calon kepala daerah yang akan 
dipilih;  

(3) Verifikasi persyaratan calon kepala daerah;  
(4) Pelaksanaan uji publik selama 1 (satu) bulan di 

mana Komisi Pemilihan Umum Daerah meminta 
masyarakat untuk memberikan umpan balik 
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tentang calon, dalam waktu tidak lebih dari dua 
minggu setelah hari terakhir di mana masyarakat 
dapat memberikan masukan,  

(5) Tim panel mengadakan sidang untuk 
menentukan kandidat yang lolos. 

(6) Pengumuman kandidat yang akan dipilih yang 
lulus tes publik yang disiarkan di media lokal; 
 
Proses selanjutnya yang dilakukan oleh Komisi 

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu: 
(1) Pengumuman tentang calon kepala daerah yang 

telah lulus uji publik;  
(2) Pendaftaran calon kepala daerah baik secara 

individu maupun yang diusung oleh partai 
politik atau gabungan partai politik;  

(3) Verifikasi jumlah dukungan yang diberikan calon 
kepala daerah secara perseorangan; dan  

(4) Pengumuman nama calon kepala daerah. 
 

2. Uji Kualitas dan Kapasitas oleh Akademisi Terkait 
Sejumlah filosof mengingatkan bahwa demokrasi 

bukanlah sistem pemerintahan yang dipilih oleh orang 
terbaik dan terbijak. Sebaliknya, demokrasi adalah jenis 
pemerintahan yang paling bijak dan paling baik dari semua 
jenis pemerintahan yang pernah ada. Dengan kombinasi 
tujuan dan metode, demokrasi tampak unik. Oleh karena itu, 
bukan hanya tujuan yang harus baik, tetapi juga metode 
untuk mencapainya. Seymour Martin Lipset mengingatkan 
dalam buku populer Political Man bahwa demokrasi bukan 
hanya metode untuk memungkinkan setiap kelompok untuk 
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mencapai tujuan mereka, tetapi juga metode untuk 
membangun masyarakat yang baik.128 

Untuk memerintah, diperlukan sejumlah orang yang 
memenuhi syarat tertentu. Mereka harus paling tidak 
memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki 
keunggulan atau keistimewaan yang memungkinkan 
mereka mengontrol kepentingan umum. Dalam sebuah 
diskusi pendek, Aristoteles setidaknya mengakui argumen 
ini tentang banyak orang yang tidak memenuhi persyaratan 
untuk ikut serta memerintah.129 

Berbicara demokrasi tidak hanya memiliki banyak 
kelebihan dan keuntungan, tetapi juga membutuhkan 
kemampuan untuk melindungi semua orang. Mengelola 
pemerintahan membutuhkan pengetahuan penting, seperti 
cara memimpin dan membuat kebijakan yang efektif. 
Menurut pandangan Aristoteles bahwa persyaratan yang 
dimaksud paling tidak memenuhi aspek pertama yaitu moral 
capacity, Kedua Istilah "kebajikan" atau kapasitas yang baik 
(good capacity), yang mengacu pada niat kuat untuk 
mewujudkan tujuan dan maksud pemerintahan. Kecakapan 
moral dihasilkan dari kombinasi kedua persyaratan tersebut. 
130 

Paduan kedua persyaratan diatas menghasilkan apa 
yang disebutnya dengan kecakapan moral. Ketika dua 
persyaratan tersebut terpenuhi maka bagian terakhir adalah 
bagaimana agar maksud dan tujuan tadi secara teknis dapat 
direalisasikan efektif. Inilah persyaratan ketiga yang mesti 
dimiliki yaitu kecakapan teknis/instrumental (technical 
capacity). Secara keseluruhan, syarat tersebut bertujuan 

 
128 Seymour Martin Lipset, Political Man, United States of America, 1960. 
129 Robert A.Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya, (terjem), yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta, 1992, hlm,.75. 
130 Robert Dahl . Perihal Demokrasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 78 
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untuk meningkatkan kemampuan politik yang 
memungkinkan seorang perwakilan memadai untuk 
mengelola pemerintahan 

Proses uji komptensi itu dilakukan secara bertahap 
dan diperhatikan oleh negara. Setalah tahapan nya semua 
dilakukan tahap akhir adalah dimana Kementrian Dalam 
Negeri atau Presiden mempertimbangakan hasil dari uji 
komptensi yang peneliannya berdasarkan poin, 
sebagaimana pemilihan KPK atau lembaga independent 
yang mengutamakan kualitas pemimpinnya. Setalah melalui 
seluruh rangkaian tes maka calin kepala daserah dianggap 
pantas dan layak untuk dipilih masyarakat. 
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BAB III 
PENUTUP 

 
 
 

A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis 

kemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan, dalam menjawab permasalahan yang menjadi titik 
sentral penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Politik hukum pengaturan Pemilihan Kepala Daerah pasca 

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang 
sangat signifikan dalam pengisian jabatan-jabatan 
pemerintahan di daerah. Secara sistematik norma 
pengaturan pemilihan kepala daerah masuk dalam ranah 
pemerintahan daerah sebagaimana pasal 18 Ayat (4). 
Pengaturan pemilihan kepala daerah secara sistematik tidak 
memiliki keterkaitan langsung dengan pemilihan umum 
sebagaimana Pasal 22 E UUD 1945. Oleh karena itu praktek 
pengaturan pemilihan kepala daerah seharusnya 
dikecualikan dari rezim pemilihan umum. 

2. Pengaturan pemilihan kepala daerah dalam UUD NRI1945,  
berimplikasi kepada, 1) Pengaturan Ruang lingkup (rezim) 
pemilihan kepala daerah diatur secara beragam dalam 
regulasi perundang-undangan. 2). Aktor yang berkontestasi 
dalam pemilihan kepala daerah lebih bersifat terbuka. 3). 
Penyelenggara pemilihan. 4). Putusan – putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah terjadi secara 
inkonsisten. 



120

POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

3. Konstruksi pengaturan pemilihan kepala daerah untuk 
Indonesia di masa depan, penulis menyimpulkan pemilihan 
kepala daerah langsung tetap akan dilakukan tetapi dengan 
beberapa tingkatan yang penulis sebut dengan pemilihan 
kepala daerah terbuka berjenjang. Pada model ini, Partai 
politik merekomendasikan bakal calon kepada DPRD dan 
DPRD memilih beberapa calon kepala daerah, kemudian 
dinilai (uji publik) yang dibentuk KPU Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota dengan melibatkan organisasi masyarakat 
sipil tidak terbatas  pada kalangan akademisi, tokoh 
masyarakat dan KPU provinsi atau KPU Kab/Kota,. Bentuk 
uji publik dengan menyelenggarakan forum publik untuk 
mengetahui rekam jejak atau track record calon kepala 
daerah. Selain itu juga masyarakat dapat menilai dan 
mengambil keputusan terkait calon yang memiliki integritas 
dan potensi layak untuk menjadi pemimpin daerah, dan 
tahap akhir adalah pengajuan kepada pejabat pemerintah 
yang lebih tinggi untuk memilih salah satunya sebagai 
kepala daerah (presiden memilih gubernur dan bupati).  
 

B. Saran 
Berikut saran yang direkomendasikan oleh penulis dalam 

menjawab penelitian dengan judul Politik Hukum Pengaturan 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:  
1. Regulasi pemilihan kepala daerah mendatang seharusnya 

dikembalikan pada sistem pemilihan kepala daerah yang 
memang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang 
dianut Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Pasal 18 
Ayat (4) yaitu memposisikan pemilihan kepala daerah 
sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah dengan 
segala konsekuensinya. 
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2. Adanya problematika penafsiran norma UUD NRI 1945 
terkait pemilihan kepala daerah, oleh karena itu, diperlukan 
proses penyusunan peraturan perundang-undang yang 
linier dan konsisten dengan kehendak Pasal 18 Ayat (4) UUD 
NRI 1945. 

3. Diperlukan rekonstruksi pola dan sistem pemilihan kepala 
daerah yang lebih terbuka dan memastikan keterlibatan civil 
society dan Lembaga-lembaga politik di daerah. 
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